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Praktek Kerja Nyata (PKN) dilaksanakan pada tanggal 16Februari2015 sampai
tanggal 16 Maret 2015. Tujuan penulis melaksanakan Praktek Kerja Nyata di Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah untuk mengetahui pelaksanaan
kewajiban perpajakan khususnya tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan memperoleh
gambaran secara nyata tentang Prosedur Pembetulan Pajak Bumi dan Bangunan pada
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Pajak berperan penting dalam proses pembangunan di Indonesia. Pajak ada dua
macam Yyaitu pajak pusat dan pajak daerah, Pajak pusat pajak yang dikelolah oleh
pemerintah pusat sedangkan pajak daerah dikelolah oleh pemerintah daerah. Sesuai
dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 pajak bumi dan bangunan mengalami perubahan
pengelolahan, pajak bumi dan bangunan yang semula dikelolah oleh Kantor
Pelayanan Pajak sekarang dikelolah oleh Dinas Pendapatan. Pajak bumi dan
bangunan perdesaan dan perkotaan menjadi salah satu pajak yang bias meningkatkan
penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam menerbitkan SPPT PBB-P2 biasanya terdapat kesalahan, kesalahan
tersebut antara lain kesalahan tulis, kesalahan hitung dan kesalahan penerapan
ketentuan. Jika salah satu kesalahan tersebut terjadi pada SPPT wajib pajak, maka
wajib pajak berhak mengajukan permohonan pembetulan atas kesalahan tersebut.
Agar pada saat penerbitan SPPT PBB-P2 tahun berikutnya tidak terjadi kesalahan.
Pengajuan permohonan pembetulan ada dua macam yaitu kolektif dan perseorangan.
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BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu bangsa yang dapat dikatakan cukup besar.
Bangsa Indonesia terdiri dari beragam suku dan budaya. Walaupun berbeda-beda
suku tetap saja disebut bangsa karena memiliki persamaan sejarah dan cita-cita yang
sama. Indonesia merupakan Negara yang sedang berkembang dalam sektor
pembangunan. Tujuan dari pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Untuk dapat mewujudkan pembangunan tersebut perlu memperhatikan masalah
pembiayaan pembangunan. Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan proses
pembangunan memerlukan biaya yang sangat banyak, salah satunya dalam
mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau Negara dalam pembiayaan
pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari Negara yaitu dari sektor
pajak.

Menurut Mardiasmo Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara
berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa
timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk
membayar pengeluaran umum. Jenis pajak di Indonesia ada dua yaitu pajak pusat dan
pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak-pajak yang dikelolah oleh Pemerintah Pusat
dan sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Departemen Keuangan.
Sedangkan pajak daerah adalah pajak-pajak yang dikelolah oleh Pemerintah Daerah
baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah yang cukup
potensial. Bahkan 80 % dari Anggaran Penerimaan Belanja Negara (APBN) diterima
dari pajak. Dengan pajak Indonesia mampu berkembang dengan baik, jadi tidak heran
kalau peran pajak sangat penting bagi pemerataan pembangunan di Negara Indonesia.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Lampiran 1) yang
mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Terdapat pengalihan

pengelolahan dari Pemerintah pusat ke Pemerintah daerah.
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Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dari pemerintah pusat kepada
pemerintah daerah. Dimana pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di
Jember ada pengalihan pengelolahan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember
kepada Dinas Pendapatan Kabupaten Jember. Sesuai dengan Peraturan Daerah
kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 (Lampiran 2) jenis pajak yang dikelola
meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak
Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C dan
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Target & Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

(P-APBD) TahunAnggaran 2014 s/d 31 Desember2014 :

Uraian Target P-APBD Realisasi %
Penerimaan Penerimaan
(a) (b) (c) (d)
HasilPajak Daerah 124,150,000,000.00 116,578,557,515.50 93.90
1. Pajak Hotel 2,200,000,000.00 3,309,254,720.00 150.42
2. Pajak 5,500,000,000.00 7,557,470,425.00 137.41
Restoran
3. Pajak 1,000,000,000.00 929,201,239.00 92.92
Hiburan
4. Pajak 4,750,000,000.00 5,408,722,902.00 113.87
Reklame
5. Pajak 40,500,000,000.00 44,850,483,244.00 110.74
Penerangan
Jalan
6. Pajak Parkir 200,000,000.00 203,902,550.00 101.95
7. Pajak Air 1,000,000,000.00 387,032,998.00 38.70

Tanah
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8. Pajak 2,000,000,000.00 642,938,651.00 32.15
Mineral
Bukan
Logam dan
Bantuan

9. Pajak Bumi 50,000,000,000.00 35,523,880,818.00 71.05
dan
Bangunan

10. Bea 17,000,000,000.00 17,765,669,968.50 104.50
Perolahan
Hak Atas
Tanah  dan

Bangunan

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, Tahun 2015

Dari data diatas dapat dilihat bahwa target P-APBD terbesar terletak pada Pajak
Bumi dan Bangunan. Kontribusi PBB terhadap PAD sebesar 30,47% Maka
pemerintah Daerah atau Dinas kabupaten harus benar-benar dalam menjalankan
tugasnya agar dapat mencapai target yang telah ditentukan. Seluruh kegiatan yang
berkaitan dengan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang ada di
daerah Kabupaten Jember diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2012

Daftar Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun
2013-2014

No Tahun Baku Realisasi Prosentase Sisa

1 2013  29,077,320,967 24,062,068,235 82.75 5,015,252,732

2 2014  50,000,000,000 35,523,880,818 71.55 14,476,119,182

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, Tahun 2015
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Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa target P-APBD PBB mengalami
kenaikan setiap tahunnya. Dalam Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2012 (Lampiran
3) khususnya bab VI paragraf 3 yang mengatur tentang pembetulan Surat
Pemberitahuan Pajak terutang (SPPT) PBB-P2 disitu dijelaskan mengapa wajib pajak
harus mengajukan permohonan pembetulan SPPT PBB-P2. Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Jember bertugas dalam menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang
(SPPT) PBB-P2 yang akan dibagikan kepada masyarakat. Di dalam SPPT sudah
tertera dengan jelas nama wajib pajak, luas bumi dan bangunan, dan Nilai Jual objek
Pajak (NJOP). Tetapi biasanya Dinas Pendapatan juga melakukan kesalahan pada
penerbitan SPPT seperti halnya kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan kekeliruan
penerapan tertentu, dengan begitu Wajib Pajak (WP) dapat mengajukan keberatan
dan banding misalnya pengajuan permohonan pembatalan, pengurangan, keberatan
dan pembetulan.

Berdasarkan hal diatas, penulis ingin membahas bagaimana proses
penanganan pembetulan SPPT yang dikarenakan adanya kesalahan penulisan,
kekeliruan hitung dan kekeliruan penetapan ketentuan tertentu. Maka dalam laporan
Praktek Kerja Nyata ini penulis mengambil judul “Prosedur Permohonan
Pembetulan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan suatu permasalahan Bagaimana
Prosedur Permohonan Pembetulan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (PBB-P2) ?


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata
1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata
Mengetahui dan memahami secara langsung mengenai Prosedur pembetulan
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Jember.
1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata
a. Memperoleh pengalaman praktis tentang Prosedur Pembetulan Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) di Dinas Pendapatan
Daerah Kabupaten Jember.
b. Dapat mengukur kemampuan atau ilmu pengetahuan yang dimiliki.
c. Melatih diri agar tanggap dan peka dalam menghadapi situasi dan kondisi
yang sangat berbeda antara teori dan praktek.

d. Syarat penyelesaian program studi.
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Pajak
2.1.1PengertianPajak
Menurut Mardiasmo (2011:1) pengertian pajak adalah:

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang
dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbale (kontraprestasi) yang langsung
dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

a. luran dari rakyat kepada negara.

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. luran tersebut berupa uang
(bukan barang).

b. Berdasarkan undang-undang.

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta
aturan pelaksanaannya.

c. Tanpa jasa timbale atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung
dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya
kontraprestasi individual oleh pemerintah.

d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.2 FungsiPajak
Menurut Rismawati & Antong (2012:3) fungsi pajak sebagai berikut :
a. Fungsi Pendapatan

Pendapatan Negara melalui pajak cukup besar jumlahnya. Pajak merupakan
suatu sumber atau alat untuk memasukkan uang ke kas Negara sesuai dengan
peraturan. Menurut fungsi pajak ini, pajak digunakan untuk membiayai
pengeluaran rutin dan pembangunan. Jika masih ada sisa, maka dapat digunakan
untuk membiayai investasi pemerintah.
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b. Fungsi Stabilitas

Melalui  penerimaan pajak, pemerintah dapat mengatur kegiatan
perekonomian, sehingga tercipta kondisi yang lebih stabil di bidang ekonomi.
Misalnya pemerintah bermaksud menstabilkan harga TV produk dalam negeri.
Maka, apa yang harus dilakukan pemerintah untuk menstabilkan harga TV
tersebut? Untuk menekan harga TV tersebut, impor komponennya tidak
dikenakan pajak. Dengan cara seperti itu, harga TV buatan dalam negeri menjadi
lebih murah. Begitu juga halnya untuk mengurangi kepemilikan barang-barang
mewah yang dapat menimbulkan kesenjangan social masyarakat. Terhadap
barang-barang mewah tersebut, pemerintah mengenakan tarif pajak yang lebih

tinggi.
c. Fungsi Pemerataan

Peranan pemerintah di antaranya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi
yang cukup tinggi. Untuk mewujudkan pemerintah membutuhkan dana dalam
membiayai pembangunan. Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan
pembangunan. Pembangunan sarana dan prasarana dilakukan dengan tujuan agar
dapat mendorong meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja,
sehingga pemerataan pembangunan dapat dicapai.

2.1.3 Teori Perpajakan

Menurut Herry (2010:5) ada 5 teori yang mendasari Negara untuk memungut
pajak, yang dikutip dari buku Pengantar IImu Hukum Pajak karya R. Santoso
Brotodihardjo, SH, yaitu:
a. Teori Asuransi

Menurut teori ini Negara berhak memungut pajak karena Negara bertugas untuk
melindungi orang dan segala kepentingan, keselamatan, dan keamanan jiwa serta
harta bendanya. Pembayaran pajak disamakan dengan pembayaran premi, seperti
halnya perjanjian asuransi (pertanggungan), sehingga untuk perlindungan diperlukan
pembayaran berupa premi. Namun teori asuransi ini bila dikaitkan dengan imbalan
yang diberikan oleh pemerintah tidak sama dengan imbalan yang diberikan oleh
perusahaan asuransi. Imbalan yang diberikan pemerintah bersifat menyeluruh untuk
segenap warga Negara, tidak sekedar kepada masyarakat pembayar pajak saja.
Sedangkan imbalan yang diberikan oleh perusahaan asuransi terbatas kepada
pemegang polis (pembayar premi). Hal tersebut menunjukkan kelemahan mendasar
dari teori asuransi sehingga teori ini semakin kehilangan panganut.
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b. Teori Kepentingan

Teori ini memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari
seluruh penduduk yang didasarkan atas kepentingan setiap orang dalam tugas-tugas
pemerintah (yang bermanfaat baginya), termasuk perlindungan atas jiwa dan harta
bendanya. Jadi, sudah selayaknya bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Negara
untuk memenuhi kewajibannya dibebankan kepada mereka dalam bentuk
pembayaran pajak. Teori ini pun menuai banyak sanggahan berkaitan dengan
konsepnya yang lebih condong kepada pengertian retribusi. Sisi lemah lainnya dari
teori ini adalah belum ditemukannya ukuran-ukuran yang tepat untuk menilai
kepentingan seseorang dalam usaha pemerintah sehingga makin lama teori ini juga
ditinggalkan.

c. Teori Asas Gaya Pikul

Pokok dari teori ini adalah asas keadilan, yaitu beban pajak harus sama beratnya
bagi setiap orang berdasarkan gaya pikul masing-masing. Prof. W.J. de Langen
mendifinisikan gaya pikul sebagai kekuatan seseorang untuk dapat encapai
pemuasan kebutuhan setinggi-tingginya, setelah dikurangi dengan yang mutlak untuk
kebutuhan primernya. Gaya pikul tersebut diukur dari penghasilan dan kekayaan serta
pengeluaran atau pembelanjaan seseorang. Hingga Kini, teori ini masih dipertahankan
meskipun kerap terjadi salah paham mengenai seluk-beluknya terutama oleh keluasan
makna gaya pikul itu sendiri dihubungkan dengan jumlah pajak yang harus
dibebankan.

d. Teori Kewajiban Pajak Mutlak atau Teori Bakti

Teori ini muncul berdasarkan paham Organische Staatsleer, sehingga karena sifat
Negara inilah timbul hak mutlak Negara untuk memungut pajak. Dalam
penyelenggaraannya, Negara yang lahir dari persekutuan individu-individu secara
mutlak memiliki kewenangan-kewenangan di segala bidang dengan memperhatikan
syarat keadilan, termasuk dalam hal pemungutan pajak dari individu-individu
tersebut. Di lain pihak, individu-individu tersebut mutlak memiliki kewajiban untuk
tunduk terhadap kewenangan Negara.

e. Teori Asas Gaya Beli

Menurut teori ini fungsi pemungutan pajak jika dipandang sebagai gejala dalam
masyarakat dapat disamakan dengan pompa, yaitu mengambil gaya beli dari rumah
tangga-rumah tangga di masyarakat untuk rumah tangga Negara, dan kemudian
menyalurkannya kembali ke masyarakat dengan maksud untuk memelihara hidup
masyarakat dan membawanya ke arah tertentu. Teori ini menitikberatkan pada
penyelenggaraan kepentingan masyarakat sebagai dasar keadilan pemungutan pajak,
bukan pada kepentingan individu maupun kepentingan Negara. Teori ini lebih
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cenderung mengimplementasikan fungsi mengatur (regulerend atau repricing) dari
peungut pajak.

2.1.4 Subjek Pajak

1)
2)

3)

Menurut Arif (2013:197) subjek pajak, yaitu :
Orang pribadi (warisan yang belum terbagi).
Badan
PT, CV, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apa pun.
Firma, kongsi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi
massa, organisasi politik, atau organisasi sejenis.
Lembaga dan bentuk badan lainnya.
Bentuk Usaha Tetap

2.1.5 Objek Pajak

L

1)

2)

3)

Menurut Arif (2013:197) objek pajak, yaitu :
Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima
atau diperoleh termasuk gaji, ubah, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang
pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam
undang-undang ini.
Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
Laba usaha.
Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, termasuk
Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan
lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal,
Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena
pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota,
Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan

atau pengambilalihan usaha,
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Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan,
kecuali diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu
derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau
pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh menteri keuangan,
sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikkan atau
penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan,

Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya,
Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan lain karena pinjaman
pengembalian utang,

Deviden, dengan nama dan bentuk apa pun, termasuk deviden dari perusahaan
asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi,
Royalti,

Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta,

Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala,

Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu
yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah,

Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing,

Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva,

Premi asuransi,

luran yang diterima atau diperoleh dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak
yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, dan

Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan
pajak.

Penghasilan tersebut dapat dikelompokkan menjadi sebagai berikut.

Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, seperti
gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaries, aktuaris, akuntan,
pengacara.

Penghasilan dari usaha atau kegiatan.
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Penghasilan dari modal atau penggunaan harta, seperti sewa, bunga, deviden,
royalty, keuntungan dari penjualan harta yang tidak digunakan dan sebagainya.
Penghasilan lain-lain, yaitu penghasilan yang tidak dapat diklasifikasikan ke
dalam salah satu dari tiga kelompok penghasilan di atas,seperti

Keuntungan karena pembebasan utang,

Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing,

Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva, dan

Hadiah undian.

2.1.6 Pembagian Pajak

a.

Menurut Setu (2009:6) pembagian pajak berdasarkan :
Berdasarkan Muatan Hukumnya

Muatan hukum pajak atau undang-undang perpajakan terdapat 2 jenis yaitu

hukum pajak material dan hukum pajak formal.

1)

Hukum Pajak Material

Hukum pajak material adalah hukum pajak yang memuat norma atau aturan yang
menjelaskan tentang perbuatan dan peristiwa hukum yang dikenakan pajak,
misalnya; apa saja yang dikenakan pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan
pajak (subjek pajak), kapan batas waktu pembayaran pajak, jumlah pajak harus
dibayar, dan dihapusnya utang pajak. Yang termasuk Muatan hukum pajak
material yaitu :

Undang-undang Pajak Penghasilan,

Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah, PBB.
Bea Materai

dan Pajak Bea Perolehan Hak Guna Tanah dan Bangunan.

Hukum Pajak Formal

Hukum pajak formal adalah hukum pajak yang mengatur tentang bagaimana
hukum pajak material bisa dilaksanakan. Dalam hukum pajak formal memuat

tentang, (1) Tata cara penetapan utang pajak, (2) Kewajiban dan hak wajib dan
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pemungut pajak (pemerintah), (3) sanksi-sanksi wajib pajak dan pihak pemungut
pajak.

Berdasarkan Pemungut Pajak

Negara mempunyai fungsi melindungi dan member kesejahteraan kepada
rakyatnya, biaya yang digunakan untuk tujuan tersebut harus berasal dari pajak
yang dipungut dari rakyat. Berdasarkan pemungutnya pajak dibedakan :

Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan berfungsi
untuk mengisi budget (anggaran) Negara dan mengatur kebijakan ekonomi dan
sosial. Contohnya Pajak Penghasilan, PPN dan PPn-BM, Bea Materai.

Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan
untuk membiayai pengeluaran daerah, contoh Pajak Kendaran Bermotor, Pajak
Hotel dan Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak
Penggunaan Air Bawah Tanah, Pajak Galian Tanah gol C. Pemerintah Daerah
juga memungut Retribusi yaitu Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Perizinan dan
Retribusi Jasa Umum.

Berdasarkan Golongannya

Pajak Langsung adalah pajak yang pembebanannya dan tanggung jawab
pelaksanaan penyelesaian pajak tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi
harus menjadi beban langsung Wajib Pajak, misalnya Pajak Penghasilan.

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dibebankan
kepada pihak lain. Misalnya PPN dan PPn-BM, PBB.

Menurut Sifatnya

Pajak Subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdadsarkan pada subjeknya
yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti dalam arti dalam
menentukan pajak memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Misalnya Pajak
Penghasilan.

Pajak Objektif adalah pajak yang memperhatikan pada objeknya tanpa
memperhatikan keadaan subjek pajak. Misalnya : PPN, PPn-BM, PBB dan Bea
Materai.
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2.1.7 Syarat Pemungutan Pajak
Menurut Mardiasmo (2011:2) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan

hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai
berikut :
a. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan

Sesuai dengan tujuan hokum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan
pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya
mengenai pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan
masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan
hak bagi Wajib pajak untuk mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan
Pajak.
b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Asas Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan
jaminan hukum untuk menyatukan keadilan,baik bagi Negara maupun warganya.
c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh menggangu kelancaran kegiatan produksi maupun
perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiil)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga
lebih rendah dari hasil pemungutan.
e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong

masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.1.8 Tata Cara Pemungutan Pajak
Menurut Waluyo (2008:16) cara pemungutan pajak adalahsebagai berikut :
a. Stelsel Pajak

Cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 (tiga) stelsel, adalah :
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Stelsel nyata (rill stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek pajak (penghasilan) yang nyata,
sehingga pemungutannya baru didapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni
setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui. Kelebihan stelsel
ini adalah pajak dikenakan lebih realistis. Kelemahan adalah pajak baru dapat
dikenakan pada akhir periode.

Stelsel anggapan (fictive stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-
undang, sebagai contoh : penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun
sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya
pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah
pajak yang dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun.
Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang
sesungguhnya.

Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan.
Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian
pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.
Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut
anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula
sebaliknya, apabila lebih kecil, maka kelebihannya dapat diminta kembali.

2.1.9 Asas Pemungutan Pajak

a.

b.

C.

Menurut Herry (2010:13) asas pemungutan pajak terdiri dari :

Asas Domisili, yaitu bahwa pajak dibebankan pada pihak yang ditinggal dan
berada di wilayah suatu Negara tanpa memperhatikan sumber atau asal objek
pajak yang diperoleh atau diterima Wajib Pajak.

Asas Sumber, yaitu bahwa pembebanan pajak oleh Negara hanya terhadap objek
pajak yang bersumber atau berasal dari wilayah teritorialnya tanpa
memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

Asas Kebangsaan, yaitu bahwa status kewarganegaraan seseorang menentukan
pembebanan pajak terhadapnya. Perlakuan perpajakan antara Warga Negara

Indonesia dan warga Negara Asing itu berbeda.
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2.1.10 Sistem Pemungutan Pajak
Menurut (Mardiasmo 2011:7) sistem pemungutan pajak meliputi :
a. Official Assesment System
Adalah suatu system pemungutan yang member wewenang kepada pemerintah
(fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.
Ciri-cirinya :
1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
2) Wajib Pajak bersifat pasif.
3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
b. Self Assessment System
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yng member wewenang kepada Wajib
Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang.
Ciri-cirinya :
1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada padaWajib Pajak
sendiri,
2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri
pajak yang terutang,
3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
c. With holding System
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak
ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan
besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
Ciri- cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada

pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.
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2.1.11 Perbedaan Pajak dengan Pungutan Lainnya
Menurut Rismawati dan Antong (2012:5) perbedaan pajak dengan pungutan
lainnya yang dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Retribusi Daerah, yaitu pungutan langsung yang ditarik oleh pemerintah daerah
dengan pemberian fasilitas kepada yang melakukan pembayaran atau pemberian
izin tertentu yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi itu sendiri sifatnya bukan pajak
dan biasanya dibagi dalam tiga jenis yakni retribusi jasa umum, retribusi jasa
usaha dan retribusi perizinan tertentu.

b. Bea Cukai, dimana bea itu adalah pungutan yang dikenakan atas jumlah harga
barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean atau dikeluarkan dari daerah
pabean sedangkan cukai itu adalah pungutan yang dikenakan atas barang
tertentu. Jadi pungutan bea cukai merupakan pungutan yang dilakukan oleh
pemerintah pusat.

c. luran, yaitu pungutan yang dilakukan sehubungan dengan pemberian suatu
jasalfasilitas tertentu yang diberikan oleh pemerintah kepada golongan atau
kelompok tertentu di mana pembayar iuran tersebut dianggap ikut menikmati
jasa atau fasilitas tersebut.

d. Sumbangan, yaitu pungutan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap golongan
tertentu dan kontra prestasi secara langsung dari pemerintah hanya ditujukan
pada golongan tertentu saja seperti sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas
jalan raya.

2.1.12 Tarif Pajak
Menurut Mardiasmo (2011:9) tarif pajak ada 4 macam vyaitu :

a. Tarif sebanding/proporsional

Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai
pajak sehingga besarnya pajak terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang
dikenai pajak.
Contoh :
Untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak
Pertambahan Nilai sebesar 10%.
b. Tarif tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai

pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.
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Contoh :
Besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun
adalah Rp 3.000,00.
c. Tarif progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak
semakin besar.
Contoh : pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak orang

pribadi dalam negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00 5%

Di atas Rp 50.000.000,00 s.d Rp 250.000.000,00 15%

Di atas Rp 250.000.000,00 s.d Rp 500.000.000,00 25%

Di atas Rp 500.000.000,00 30%

Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi :
1) Tarif progresif progresif : kenaikan persentase semakin besar
2) Tarif progresif tetap : kenaikan persentase tetap
3) Tarif progresif degresif : kenaikan persentase semakin kecil.
d. Tarif degresif
Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak

semakin besar.

2.2 Pajak daerah
2.2.1 Pengertian Pajak Daerah
Menurut Marihot (2013:9) pengertian pajak daerah adalah :

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang
pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan
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berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk
membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

2.2.2 Jenis-jenis Pajak Daerah

a.
1)
2)
3)
4)
5)
b.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Menurut Mardiasmo (20011:13) Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian yaitu :

Pajak Provinsi, terdiri dari :

Pajak Kendaraan Bermotor;

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
Pajak Air Permukaan; dan

Pajak Rokok.

Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari :
Pajak Hotel,

Pajak Restoran;

Pajak Hiburan;

Pajak Reklame;

Pajak Penerangan Jalan;

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
Pajak Parkir;

Pajak Air Tanah;

Pajak Sarang Burung Walet;

10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.2.3 Tarif Pajak

a.

Menurut Mardiasmo (2011;13) tarif untuk setiap jenis pajak adalah :
Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut :
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Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu
persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen);

Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat
ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling
tinggi sebesar 10% (sepuluh persen);

Tarif pajak kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam
kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan  keagamaan,
Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan
dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% dan paling
tinggi sebesar 1%);

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan
paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan apling tinggi sebesar
0,2% (nol koma dua persen);

Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi masing-
masing sebagai berikut :

Penyerahan pertama sebesar 20% (dua puluh persen); dan

Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen).

Khusus untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak
menggunakan jalan umum tarif pajak ditetapkan paling tinggi masing-masing
sebagai berikut :

Penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh lima persen); dan
Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,75% (nol koma tujuh lima persen);
Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar
10% (sepuluh persen). Khusus tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit 50% (lima
puluh persen) lebih rendah dari tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
untuk kendaraan pribadi;

Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%;

Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% dari cukai rokok;
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Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10%;

Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10%;
Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35%;
Tarif Pajak Reklame ditetapkanpaling tinngi sebesar 25%;

. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%;

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar
25%;

Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30%;

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20%;

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10%;

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling
tinggi sebesar 0,3%;

Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi
sebesar 5%

2.3 Retribusi Daerah
2.3.1 Pengertian Retribusi Daerah

Menurut Mardiasmo (2011:15) beberapa pengertian istilah yang terkait dengan

Retribusi Daerah antara lain :

a.

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus
disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang
pribadi atau badan.

Jasa, adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usahadan pelayanan yang
menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati

oleh orang pribadi atau badan.
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c. Jasa Umum, adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah
untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh
orang pribadi atau badan.

d. Jasa Usaha, adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan
menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan
oleh sektor swasta.

e. Perizinan Tertentu, adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka
pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk
pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan,
pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana,
sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga

kelestarian lingkungan.

2.3.2 Objek dan Subjek Retribusi Daerah
a. Objek Retribusi Daerah

Jenis-jenis retribusi daerah yang berlaku saat ini sesuai dengan UU No. 28 Tahun
2009 dikelompokkan menjadi 3 yaitu:
1) Retribusi Jasa Umum

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 109 menyatakan bahwa Retribusi yang
dikenakan atas jasa umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum. Objek
Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah
Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh
orang pribadi atau badan. Menurut UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 110 Jenis Retribusi
Jasa Umum adalah:
a) Retribusi Pelayanan Kesehatan;
b) Retribusi Pelayanan Persamahan/Kebersihan;
¢) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan

Sipil;

d) Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat;
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e) Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum;

f) Retribusi Pelayanan Pasar;

g) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

h) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;

i) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;

J) Retribusi Penyediaan Dan/Atau Penyedotan Kakus;

k) Retribusi Pengolahan Limbah Cair;

I) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;

m) Retribusi Pelayan Pendidikan; dan

n) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

2. Retribusi Jasa Usaha
Menurut UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 126 menyatakan bahwa Retribusi yang
dikenakan atas jasa usaha digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha. Objek
Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah
dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

a) Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum

dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
b) Pelayanan oleh Pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai
oleh pihak swasta.

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 127 Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

b) Retribusi Pasar Grosir Dan/Atau Pertokoan;

c) Retribusi Tempat Pelelangan;

d) Retribusi Terminal;

e) Retribusi Tempat Khusu Parkir;

f) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;

g) Retribusi Rumah Potong Hewan;

h) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan;

i) Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga;
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J) Retribusi Penyeberangan Di Air; dan
k) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
3. Perizinan Tertentu

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 140 menyatakan bahwa Retribusi yang
dikenakan atas perizinan tertentu digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.
Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh
Pemerinta daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan unuk
pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber
daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu gunan melindungi
kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 141 Jenis Retribusi Perizinan Tertentu
adalah:
a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
b) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Berakhohol;
¢) Retribusi Izin Gangguan;
d) Retribusi Izin Trayek; dan
e) Retribusi Izin Usaha Perikakan.

b. Subjek Retribusi Daerah
Menurut Mardiasmo (2011:18) Subjek Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

1) Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang
menggunakan/menikamti pelayanan jasa umum yang bersangkutan.

2) Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang
menggunakan/menikamati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.

3) Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh
izin tertentu dari Pemerintah Daerah.
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2.4 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
2.4.1 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Menurut Marihot (2013:553) pajak bumi dan bangunan perdesaan dan
perkotaan adalah :

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas
bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang
pribadi atau badan, kecuali kawasanyang digunakan untuk kegiatan usaha
perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

2.4.2 Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Menurut Peraturan Daerah Jember Nomor 3 Tahun 2011

a. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau
Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau
badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan,
perhutanan, dan pertambangan.

b. Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah :

1) Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel,
pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks
Bangunan tersebut;

2) Jalan tol;

3) Kolam renang;

4) Pagar mewabh;

5) Tempat olahraga;

6) Galangan kapal, dermaga;

7) Taman mewabh;

8) Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan

9) Menara.
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2.4.3 Dasar Pengenaan Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Menurut Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2012

a. Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah
Nilai Jual Objek Pajak (NJOP);

b. Besarnya NJOP ditetapkan per wilayah kecamatan setiap 3 (tiga) tahun;

c. Penetapan besarnya NJOP akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan
Bupati;

d. Penetapan besarnya NJOP dilakukan dengan memperhatikan :

1) Harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar;

2) Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, adalah suatu pendekatan /
metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara membandingkannya
dengan objek pajak lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya
sama dan telah diketahui harga jualnya;

3) Nilai perolehan baru, adalah suatu pendekatan / metode penentuan nilai jual
suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk
memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan
penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut; dan

4) Nilai jual pengganti, adalah suatu pendekatan / metode penentuan nilai jual suatu

objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut.

2.4.4 Tarif dan Cara Penghitungan PBB-P2
Menurut Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2012

Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut :

a. Untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebesar
0,110% (nol koma seratus sepuluh persen) per tahun;

b. Untuk NJOP diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebesar 0,205%
(nol koma dua ratus lima persen) per tahun; dan

c. Batas minimal pengenaan PBB-P2 ditetapkan sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh

ribu rupiah) per tahun.
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Menurut Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2012

Besarnya pokok PBB-P2 terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif

dengan dasar pengenaan pajak setelah dikurangi NJOPTKP.

PBB-P2 = Tarif x (NJOP-NJOPTKP)

2.4.5 Pengertian Prosedur

Menurut Ismail Masya (2000;74) prosedur adalah :

Prosedur adalah suatu rangkaian tugas-tugas yang saling berhubungan yang

merupakan urutan-urutan menurut waktu dan tata cara tertentu untuk melaksanakan

suatu pekerjaan yang dilaksanakan berulang-ulang.

2.4.6 Pembetulan SPPT PBB-P2

1)
2)
3)

1)
2)

Menurut Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2012
Sebelum SPPT disampaikan pada wajib pajak dilakukan kegiatan penelitian
terhadap isi SPPT dimaksud.
Kegiatan penelitian dilakukan terhadap :
Subjek pajak;
Objek pajak; dan
NJOP.
Dalam hal ditemukan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan
penerapan ketentuan tertentu, maka Dinas melakukan pembetulan.
Apabila SPPT telah disampaikan kepada wajib pajak dan wajib pajak
menemukan kesalahan wajib pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan
kepada Dinas Pendapatan.
Permohonan pembetulan :
Dapat diajukan oleh wajib pajak atau kuasanya secara perseorangan dan

Dapat diajukan secara kolektif.
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Menurut Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2012

Atas dasar permohonan wajib pajak atau secara jabatan, pembetulan kesalahan

tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam

peraturan perundang-undangan perpajakan dapat dilakukan terhadap surat keputusan

atau surat ketetapan sebagai berikut :

a.
b.

o o

> @ - o

SPPT;

SKPD PBB-P2;

STPD PBB-P2;

Surat Keputusan Pemberian Pengurangan PBB-P2;

Surat Keputusan Pengurangan Denda Administrasi PBB-P2;

Surat Keputusan Pembetulan;

Surat Keputusan Keberatan;

Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga; dan

Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan
Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan

pajak, atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak.

Menurut Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2012

Pembetulan meliputi pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan yang bersifat

manusiawi yang tidak mengandung persengketaan antara fiskus dan wajib pajak,

yaitu :

a.

Kesalahan tulis, antara lain kesalahan penulisan NOP, nama Wajib Pajak, alamat
Wajib Pajak, letak/alamat objek pajak PBB-P2, double SPPT, objek pajak tidak
ada, nomor surat keputusan atau surat ketetapan, luas tanah, luas bangunan,
Tahun pajak, dan/atau tanggal jatuh tempo pembayaran;

Kesalahan hitung, antara lain kesalahan penjumlahan, pengurangan, perkalian,
dan/atau pembagian suatu bilangan; dan

Kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan ini, antara lain

kekeliruan penerapan kelas Bumi dan Bangunan, kekeliruan penerapan NJOP,
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kekeliruan penerapan NJOPTKP, kekeliruan dalam penerapan prosentase tariff

dan kekeliruan penerapan sanksi administrasi.

Menurut Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2012

a.

1)

2)

3)

@)

Permohonan pembetulan secara Perseorangan harus memenuhi persyaratan
sebagai berikut :

Setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) surat keputusan atau
surat ketetapan;

Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung
permohonannya;

Diajukan kepada Kepala Dinas; dan

Surat permohonan ditandatangani olen Wajib Pajak, dan dalam hal suat
permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak :

Harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus, bagi Wajib pajak orang pribadi
dengan pokok pajak lebih besar dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan
Wajib Pajak badan, atau

Harus dilampiri dengan Surat Kuasa, bagi Wajib pajak orang pribadi dengan
pokok pajak sampai dengan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Permohonan pembetulan secara Kolektif harus memenuhi persyaratan sebagai
berikut :

Diajukan untuk SPPT Tahun Pajak yang sama dengan pajak yang terutang untuk
setiap SPPT paling banyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung
permohonannya;

Diajukan kepada Kepala Dinas; dan

Diajukan melalui Kepala Desa/Lurah setempat.

Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat
permohonan pembetulan adalah :

Tanggal terima surat Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh

Wajib Pajak pada petugas yang ditunjuk; atau
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(2) Tanggal stempel pos tercatat, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui
pos tercatat.

Menurut Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2012

a. Permohonan pembetulan yang tidak memenuhi persyaratan dianggap bukan
sebagai surat permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.

b. Dalam hal permohonan pembetulan tidak dipertimbangkan, Kepala Dinas harus
memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak atau kuasanya.

c. Dalam hal permohonan pembetulan diajukan secara kolektif pemberitahuan
tertulis disampaikan kepada Kepala Desa/Lurah.

Menurut Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2012

a. Kepala Dinas harus memberi keputusan atas permohonan pembetulan dalam
jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan
pembetulan diterima.

b. Apabila jangka waktu telah terlampaui, tetapi Kepala Dinas tidak memberi suatu
keputusan, permohonan pembetulan dianggap dikabulkan, dan pejabat wajib
menerbitkan surat keputusan pembetulan sesuai dengan permohonan wajib pajak
paling lama 1 (satu) bulan terhitungsejak berakhirnya jangka waktu 6 (enam)
bulan.

c. Keputusan dapat berupa menambahkan, mengurangkan atau menghapuskan
jumlah PBB-P2 yang terutang, atau sanksi administrasi, memperbaiki kesalahan
dan kekeliruan lainnya, atau menolak permohonan Wajib Pajak.

Menurut Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2012

Dalam hal tidak ada permohonan oleh Wajib Pajak tetapi diketahui telah
terjadi kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan
tertentu dalam Peraturan ini atas surat keputusan atau surat ketetapan yang
diterbitkannya, Kepala Dinas harus menerbitkan surat keputusan untuk membetulkan

kesalahan atau kekeliruan tersebut secara jabatan.
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Menurut Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2012

a. Apabila keputusan masih terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau
kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan ini, Kepala Dinas dapat
melakukan pembetulan lagi, baik secara jabatan maupun atas permohonan wajib
pajak.

b. Permohonan pembetulan harus memenuhi persyaratan .

2.4 Akuntansi Pajak
2.4.1 Pengertian Akuntansi

Menurut Sukrisno & Estralita (2013:1) yang dikutip dari buku Wild & Kwok
(2011:4-7) akuntansi adalah :

Akuntansi adalah system informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-
pihak yang berkepentingan mengenal aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan.
Akuntansi mengacu pada tiga aktivitas dasar yaitu mengindentifikasi, merekam dan
mengkomunikasikan kejadian ekonomi yang terjadi pada organisasi untuk
kepentingan pihak pengguna. Pengguna laporan keuangan terdiri dari pengguna
internal dan pengguna eksternal.

2.4.2 Akuntansi Perpajakan
Menurut Sukrisno & Estralita (2013:10) akuntansi perpajakan :

Akuntansi pajak, merupakan bagian dalam akuntansi yang timbul dari unsur
spesialisasi yang menuntut keahlian dalam bidang tertentu. Akuntansi pajak tercipta
karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam UU perpajakan dan
pembentukannyaterpengaruh oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan
sebagai kebijakan pemerintah. Tujuan dari akuntansi pajak adalah menetapkan
besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan.

2.4.3 Konsep Dasar Akuntansi
Menurut Sukrisno & Estralita (2013:11) konsep dasar akuntansi meliputi :

a. Pengukuran dalam Mata Uang
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Satuan mata uang adalah pengukuran yang sangat penting dalam dunia usaha.
Alat pengukur ini dapat digunakan untuk besarnya harta, kewajiban, modal,
penghasilan dan biaya.

b. Kesatuan Akuntansi

Suatu usaha dinyatakan terpisah dari pemiliknya apabila transaksi yang terjadi
dengan perusahaan bukanlahtransaksi perusahaan dengan pemiliknya. Harta
perusahaan bukan harta pemilik. Kewajiban perusahaan bukan kewajiban pemilik.
Pemilik dan perusahaan adalah dua lembaga yang terpisah sama sekali.

c. Konsep Kesinambungan

Dalam konsep diatur bahwa tujuan pendirian suatu perusahaan adalah untuk
berkembang dan mempunyai kelangsungan hidup seterusnya.
d. Konsep Nilai Historis

Transaksi bisnis dicatat berdasarkan harga pada saat terjadinya transaksi tersebut.
Dengan konsep ini maka harta dicatat sebesar harga perolehannya.

f.  Periode Akuntansi

Periode akuntansi tersebut sesuai dengan konsep kesinambungan. Tahun pajak
adalah sama dengan tahun takwim kecuali WP menggunakan tahun buku yang tidak
sama dengan tahun takwim.

g. Konsep Taat Asas

Dalam konsep ini menggunakan metode akuntansidari suatu period eke periode
berikutnya haruslah sama.
h. Konsep Materialitas

Konsep ini di atur dalm Pasal 9 ayat 2 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008, yaitu
“pengeluaran untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang
mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk
dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 11A™.
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I. Konsep Konservatisme

Dalam konsep ini penghasilan hanya diakui melalui transaksi, tetapi sebaliknya
kerugian dapat dicatat walaupun belum terjadi.
j. Konsep Realisasi

Menurut konsepini, penghasilan hanya dilaporkan apabila telah terjadi transaksi
penjualan. Penambahan kekayaan yang masih belum terjadi, tidak dapat diakui
sebagai penghasilan.
k. Konsep Mempertemukan Biaya dan Penghasilan

Laba netto diukur dengan perbedaan antara penghasilan dan beban pada periode
yang sama, di mana mengacu pada pasal 6 ayat 1 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008,
yaitu “besarnya penghasilan karena pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan
bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk

mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan™.

2.4.4 Akun-Akun Akuntansi Perpajakan
Menurut Sukrisno & Estralita (2013:13) nama-nama akun pada laporan
keuangan yang berkaitan dengan akuntansi pajak adalah :
a. Neraca
1) Sisi aset, terdapat nama-nama akun sebagai berikut :
Pajak dibayar di muka (Prepaid Tax)
Pajak dibayar di muka biasanya disajikan sebagai biaya dibayar di muka dalam
aset lancer. Pajak dibayar di muka terdiri dari :
a) PPh 22, PPh 23, PPh 24, PPh 25, dan PPh 28A (bila ada);
b) PPh atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan;
c) Pajak Masukan.
2) Sisi kewajiban, terdapat nama-nama akun sebagai berikut :

Utang pajak (Tax Payable)
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Utang pajak dapat terdiri dari :

PPh 21, PPh 23, PPh 26, PPh 29;

Pajak Keluaran.

Laporan Laba Rugi

Beban pajak penghasilan (income tax expense)

PBB, Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan, dan Bea Materai dicatat

sebagai beban operasional (operational expense).
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BAB 3. GAMBARAN UMUM INSTANSI

3.1 Sejarah Singkat dan Perkembangan Dinas Pendapatan Daerah

Kabupaten Jember

Sebelum diberlakukan otonimi daerah kabupaten jember oleh pemerintah
pusat kedudukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember masih berada dibawah
naungan sebuah sekretariat yang bernama Sub Direktorat Dinas Pendapatan Daerah.
Pada tahun 1967 pengelolaannya masih bertanggung jawab dilingkungan sekretariat
itu sendri. Pada waktu itu penataan kelembagaan masih belum optimal atau bisa
dikatakan masih terpecah-pecah dilinhkungannya masing-masing. Setelah
kelembagaan daerah sudah ditata kembali maka Sub Direktorat Dinas Pendapatan
Daerah (SDPD) sekarang sudah menjadi Dinas Pendapatan berskala besar. Berarti
kelembagaan yang dulunya kecil sekarang menjadi kelembagaan besar.

Setelah terbentuknya otonomi daerah, maka dinas pasar bergabung dalam
Dinas Pendapatan Daerah sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri (mendagri)
yang sampai saat ini masih dibawah dan dipertanggung jawabkan oleh pimpinan
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Dinas Pendapatan Daerah berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah
Kabupaten dibidang pendapatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. Dalam
melaksanakan tugasnya kepala Dinas Pendapatan Daerah bertanggung jawab kepada
Bupati, sedangkan pertanggung jawaban atas bidang administrasi melalui sekretaris
daerah.

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
A. Kedudukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

a. Dinas Kabupaten Daerah berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah

Kabupaten di bidang Pendapatan Daerah.

34
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b. Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalan
melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah.

c. Dinas Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugasnya dibidang teknis

administrasi dibina dan dikoordinasi oleh Sekretaris Daerah.

B. Tugas Pokok Dinas Pendapatan Daerah
Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam
melaksanakan koordinasi, perencanaan, pengendalian dan pelaksanaan dibidang

pendapatan.

C. Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
Dalam menyelengggarakan tugasnya, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Jember mempunyai fungsi:
1. Merumuskan kebijakan teknik dibidang pendapatan
2. Memberikan perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum
3. Melakukan pembinaan terhadap kaur yang ada dikecamatan
4. Menyelenggarakan penarikan/pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5

. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati

3.2 Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah
3.2.1 Visi Dinas Pendapatan Daerah

Visi merupakan rencana jauh kedepan yang mana menjelaskan tentang
kemana suatu perusahaan akan dibawa dan bagaimana instansi tetap berkarta agar
tetap konsisten, eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Dinas Pendapatan memiliki
suatu konteks yaitu dapat diperkirakan sebagai gambaran 5 tahun kedepan tentang
struktur dan gambaran serta keadaan yang akan dicapai dan diwujudkan.

Adapun Visi Dinas Pendapatan adalah ‘“Mewujudkan Dinas Pendapatan yang
Antisipatif, Inovatif, dan Produktif”.
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3.2.2 Misi Dinas Pendapatan Daerah

Misi adalah suatu pelaksanaan yang harus dilakukan oleh Dinas Pendapatan
yang harus sesuai dengan visi yang telah direncanakan dan ditetapkan dengan tujuan
organisasi yang akan dilaksanaka akan berhasil dengan baik,
Adapun Misi Dinas Pendapatan yaitu:
1. Merumuskan kebijakan dibidang pendapatan
2. Menggali dan pemungutan Pendapatan Asli Daerah secara insentif

3. Menyelenggarakan akuntansi pendapatan daerah

3.3  Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

Struktur Organisasi

Berikut adalah struktur organisasi yang diterapkan di Dinas Pendapatan
Kabupaten Jember adalah struktur organisasi garis. Struktur ini disjikan dalam bentuk

pemberian tugas dan wewenang masing-masing bagian.
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Gambar 3.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
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H ENDANG SRI ASIH
NIP. 19630106 198103 2 001

NIP. 19710622 200801 1 006

PENGADMINISTRASI PENGADMINISTRASI PENGADMINISTRASI PENGADMINISTRASI PENGADMINISTRASI
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Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, tahun 2015
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3.3.2 Tugas dan Fungsi dalam Struktur Dinas Pendapatan Daerah
a. Kepala Dinas Pendapatan
1) Kepala Dinas Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi,
perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dalam bidang pendapatan
daerah.
2) Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Pendapatan mempunyai
fungsi meliputi:
a) Penyelenggara urusan di bidang pendapatan daerah;
b) Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
c) Penyusunan rencana dan program kegiatan di bidang pendapatan
daerah;
d) Pengkoordinasian pelaksanaan pemungutan Pendapatan Asli
Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan
Daerah yang Sabh;
e) Penyusunan rancangan dan pelaksanaan kebijakan, program dan
kegiatan pada lingkup Dinas;
f) Pelaksanaan perencanaan, pendaftaran, pendataan, penetapan,
penagihan dan pengendalian operasional Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;
g) Pemberian ijin tertentu di bidang pendapatan daerah;
h) Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan hasil pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah dan pendapatan daerah lainnya;
i) Pelaksanaan  pengembangan, evaluasi, monitoring  dan
pengendalian pemungutan Pendapatan Asli Daerah; dan
J)  Pemberian dukungan teknis dan administrasi di bidang
Pendapatan Asli Daerah.
b. Sekretariat
1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan  pengkoordinasian

penyusunan program, kegiatan, pengelolaan urusan keuangan,
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kepegawaian, rumah tangga kantor, perlengkapan, protocol, hubungan

masyarakat, pengelolaan benda berharga, pemeliharaan, kearsipan dan

surat menyurat serta evaluasi dan pelaporan dan tugas lain yang diberikan

oleh Kepala Dinas.

Untuk melakukan tugasnya Sekretariat mempunyai fungsi meliputi:

a) Pengkoordinasian penyusunan rencana strategis, rencana program dan
kegiatan dinas;

b) Penyelenggaraan ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi dalam
rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;

c) Pengkoordinasian perencanaan, pengelolaan administrasi kepegawaian
keuangan, gaji pegawai dan umum;

d) Pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor;

e) Penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;

f) Pengkoordinasian bidang-bidang di lingkup Dinas;

g) Pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program
dan kegiatan;

h) Pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);

1) Penyusunan dan pelaksanaan Dokumentasi Pelaksanaan Anggaran
(DPA);

j) Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pertanggung
jawaban keuangan;

k) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan
peraturan yang berlaku.

Sekretariat terdiri dari:

a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
(1)Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas

melaksanakan urusan ketatausahaan, pencatatan dan pelaporan
penerimaan dan sisa benda berharga, kehumasan dan kepegawaian

dan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
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(2)Untuk  melaksanakan tugasnya Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian mempunyai fungsi meliputi:

o

a. Pelaksanaan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
b.

C.

Pengelolaan tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
Pelaksanaan tugas kehumasan dan keprotokolan;

Pelaksanaan urusan rumah tangga dinas, keamanan kantor dan
mempersiapkan sarana prasarana kantor;

Pelaksanaan pelayanan administrasi perjalanan dinas;
Penyusunan rencana kebutuhan benda berharga, alat-alat kantor
dan barang inventaris;

Pelaksanaan pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan sarana

prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;

. Pelaksanaan  pencatatan penerimaan, penyimpanan dan

pengeluaran benda berharga serta penghitungan persediaan

benda berharga

. Pelaksanaan pengamanan terhadap barang inventaris dengan

memberikan labelisasi, pemberian nomor kode lokasi dan kode
barang;

. Penyusunan laporan penerimaan, pengeluaran dan persediaan

barang secara periodik serta menyusun pertanggung jawaban
administrasi kepegawaian;

Pengelolaan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengumpulan
data kepegawaian, buku induk pegawai, mutasi, pengangkatan,
kenaikan pangkat, pemberhentian dan pemindahan, cuti, bebas
tugas, kenaikan gaji berkala, pembinaan karier dan pensiun
pegawai di lungku dinas; dan

. Penyusunan formasi pegawai, penyiapan bahan dalam usaha

peningkatan disiplin, kesejahteraan dan mutu pengetahuan

pegawai di lingkup dinas.
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b) Sub Bagian Perencanaan dan Program

(1)Sub Bagian Perencanaan mempunyai pokok penyusunan program,

kegiatan, anggaran dan pelaporan dan tugas lain yang diberikan

oleh Sekretaris.

(2)Untuk  melaksanakan tugasnya Sub Bagian Perencanaan

mempunyai fungsi meliputi:

a.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja
(Renja) dinas;

Penghimpunan dan mengolah bahan-bahan untuk penyusunan
anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung ke dalam
Rencana Kerja Anggaran (RKA);

Penghimpunan dan mengolah bahan-bahan untuk penyusunan
anggaran pendapatan dinas;

Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
Pelaksanaan verifikasi internal usulan perencanaan program dan
kegiatan dinas;

Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
Pengumpulan dan menganalisa data hasil pelaksanaan program
dan kegiatan di bidang-bidang lingkup dinas;

Penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan dinas;

. Penyusunan rencana pendapatan daerah dan rencana

ekstensifikasi intensifikasi Pendapatan Asli Daerah;

. Penyusunan naskah Rancangan Peraturan Daerah, Peraturan

Bupati dan peraturan pelaksanaan lainnya tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah serta pendapatan lainnya; dan
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
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¢) Sub Bagian Keuangan

1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan

ketatausahaan keuangan dan tugas lain yang diberikan oleh

Sekretaris.

2) Untuk melaksanakan tugasnya Sub Bagian Keuangan mempunyai

fungsi meliputi:

a.

J-

Pengelolaan tata usaha keuangan anggaran belanja langsung dan
belanja tidak langsung;

Pelaksanaan penelitian kelengkapan dan verifikasi Surat
Permintaan Pembayaran (SPP);

Pelaksanaan sistem akuntasi pengelolaan keuangan dinas;
Penyiapan Surat Perintah Membayar (SPM);

Penyusunan rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan
evaluasi kinerja keuangan;

Pelaksanaan tata usaha pembayaran gaji pegawai;

Pengurusan keuangan perjalanan dinas, penyelesaian tuntutan
ganti rugi serta biaya-biaya lain sebagai pengeluaran dinas;
Penerimaan dan penyetoran hasil pungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah ke Kas Daerah;

Pembinaan administrasi keuangan di lingkup Dinas; dan

Penyusunan Neraca Keuangan Dinas.

c. Bidang Pendataan dan Penyuluhan

1) Bidang Pendataan dan Penyuluhan mempunyai tugas menyusun program

perencanaan teknis pendataan dan pendaftaran obyek dan subyek Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah,

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dan Retribusi Tempat

Rekreasi dan Olah Raga) serta melaksanakan pengumpulan bahan dalam

rangka menyusun materi dan metode penyuluhan tentang pajak daerah
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dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya dan melaksanakan tugas

lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Pendataan dan Penyuluhan

mempunyai fungsi meliputi:

a)

b)

c)

Pelaksanaan pendataan dan pendaftaran Wajib Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi
Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa dan Retribusi Tempat
Rekreasi dan Olah Raga);

Pembuatan daftar Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Retribusi  Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat
Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa dan Retribusi Tempat Rekreasi dan
Olah Raga), menyimpan surat perpajakan dan retribusi daerah; dan
Pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan teknis operasional,
bimbingan serta petunjuk kepada unit penghasil dilingkup Dinas.

3) Bidang Pendataan dan Penyuluhan terdiri dari :

a)

Seksi Pelayanan
(1)Seksi Pelayanan mempunyai tugas penyuluhan dan sosialisasi
tentang pendapatan daerah serta pembinaan dilingkup Dinas, dan
tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pendataan dan
Penyuluhan.
(2)Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Pelayanan mempunyai fungsi
meliputi:
a. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan
pendaftaran Obyek dan Wajib Pajak Daerah;
b. Penyiapan formulir pendaftaran Wajib Pajak Daerah;
c. Penyampaian formulir pendaftaran kepada Wajib Pajak setelah
dicatat dalam buku dan daftar formulir pendaftaran;
d. Pemrosesan dan penetapan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah
(NPWPD);
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e. Penyampaian Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)
kepada Wajib Pajak Daerah;

f. Pelaksanaan dokumentasi arsip Nomor Pokok Wajib Pajak
Daerah (NPWPD).

b) Seksi Pengolahan Data dan Informasi
(1)Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas

melaksanakan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data,

penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan,

urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian Pajak

Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

Bangunan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan

aplikasi e-SPT dan e-Filing, pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG,

serta penyiapan laporan kinerja. pendataan Wajib Pajak Daerah

dan Wajib Retribusi Daerah (Retribusi Pemakaian Kekayaan

Daerah, Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa dan

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga), dan tugas lain yang

diberikan oleh Kepala Bidang Pendataan dan Penyuluhan.

(2)Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Pengolahan Data dan

Informasi mempunyai fungsi meliputi:

a. Penghimpunan dan mencatat data Objek Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;

b. Penelitian dan pencocokan data Objek Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah di lapangan/ lokasi dan melaporkan hasilnya;

c. Pendistribusian serta penerimaan kembali formulir pendaftaran
yang telah diisi oleh Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi
Daerah;

d. Pembuatan laporan tentang formulir pendaftaran Wajib Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah yang belum diterima kembali;
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e. Pencatatan nama dan alamat calon Wajib Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah dalam formulir pendaftaran Wajib Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;

f. Penetapan Nomor Wajib Pajak Daerah (NPWPD);

g. Pemrosesan hasil pendataan dan menentukan kelayakan
sebagai bahan penerbitan perijinan;

h. Penerbitan perijinan sesuai dengan peruntukannya; dan

i. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas.

c) Seksi Penyuluhan
(1)Seksi Penyuluhan mempunyai tugas penyuluhan dan sosialisasi
tentang pendapatan daerah serta pembinaan dilingkup Dinas, dan
tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pendataan dan

Penyuluhan.

(2)Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Penyuluhan mempunyai
fungsi meliputi:

a. Pelaksanaaan pengumpulan bahan dalam rangka menyusun
materi dan metode penyuluhan tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah serta pendapatan daerah lainnya;

b. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan;

c. Mengkoordinasikan kegiatan penyuluhan di wilayah Kabupaten
Jember; dan

d. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan
pertanggung jawaban.

d. Bidang Penetapan dan Verifikasi
1) Bidang Penetapan dan Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan
perhitungan, dan penetapan Pajak Daerah/Retribusi Daerah serta
melaksanakan verifikasi asministrasi dan/atau lapangan atas materi
penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan tugas lain yang

diberikan oleh Kepala Dinas.
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Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Penetapan dan Verifikasi
mempunyai fungsi meliputi:
a) Pelaksanaan perhitungan penetapan nilai Pajak Daerah/Retribusi
Daerah dan Objek Pajak Daerah;
b) Pelaksanaan verifikasi administrasi dan/atau lapangan atas materi
penetapan Pajak Daerah;
c) Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan
surat ketetapan lainnya; dan
d) Pemberian legalitas terhadap Objek Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah.
Bidang Penetapan dan Verifikasi terdiri dari :
a) Seksi Perhitungan
(1)Seksi Perhitungan mempunyai tugas melaksanakan perhitungan,
penilaian dan penetapan serta legalisasi jumlah Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah) dan
tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penetapan dan
Verifikasi.
(2)Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Perhitungan mempunyai
fungsi meliputi:
a. Perencanaan program dan kegiatan perhitungan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah;
b. Pelaksanaan perhitungan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
c. Pelaksanaan sosialisasi tata cara perhitungan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;
d. Pelaksanaan perhitungan kembali Pajak Daerah terhutang atas
permohonan Wajib Pajak;
e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil perhitungan Pajak

Daerah; dan
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f. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan
pertanggung jawaban.
b) Seksi Penetapan dan Legalisasi
(1)Seksi Penetapan dan Legalisasi mempunyai tugas melaksanakan
perhitungan, penilaian dan penetapan serta legalisasi jumlah Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Retribusi Pemakaian Kekayaan

Daerah) dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Penetapan dan Verifikasi.

(2)Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Penetapan dan Legalisasi
mempunyai fungsi meliputi:

a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan
penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

b. Pelaksanaan kebijakan sistem penerbitan Surat Ketatapan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;

c. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan Surat
Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);

d. Pendistribusian dan mengarsipkan surat perpajakan daerah dan
retribusi daerah yang berkaitan dengan penetapan;

e. Penerbitan surat ijin angsuran dan surat ketetapan pajak lainnya;

f. Penyusunan daftar penerbitan SKPD dan SKRD;

g. Legalisasi benda-benda berharga yang diperlukan sebagai sarana
pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

h. Legalisasi terhadap objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
dan

I. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan
pertanggung jawaban.

c) Seksi Verifikasi
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(1)Seksi Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan verifikasi jumlah
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan tugas lain yang diberikan
oleh Kepala Bidang Penetapan dan Verifikasi.

(2)Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Verifikasi mempunyai fungsi
meliputi:

a. Melakukan verifikasi administrasi, baik dalam rangka pengajuan
maupun petetapan Obyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

b. Pemeriksaan lokasi /verifikasi lapangan (Verlap) terhadap
keberadaan obyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, baik
dalam rangka validasi guna peningkatan pendapatan maupun
pelayanan perubahan (keringanan, keberatan dan penghapusan/
pembebasan/ atas materi penetapan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah;

c. Inventarisasi dan pemeriksaan setiap penerbitan Surat Ketetapan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang didistribusikan kepada
Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

d. Penelitian dan pengkajian atas realisasi penerimaan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah serta pendapatan lainnya berikut
permasalahannya; dan

e. Penyusuanan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan

pertanggung jawaban.

e. Bidang Penagihan dan Keberatan

1)

2)

Bidang Penagihan dan Keberatan mempunyai tugas melaksanakan urusan
penagihan, pertimbangan dan penyelesaian keberatan atas penetapan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Penagihan dan Keberatan

mempunyai fungsi meliputi:
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a) Pelaksanaan pendistribusian SKPD, SPPT, SKRD dan surat ketetapan

lainnya;

b) Pelaksanaan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

c) Pelaksanaan penyelesaian sengketa pemungutan Pajak Daerah; dan

d) Penatausahaan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

3) Bidang Penagihan dan Keberatan terdiri dari:
a) Seksi Penagihan PBB-P2.

(1)Seksi  Penagihan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan

penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan tugas lain yang

diberikan oleh kepala Bidang Penagihan dan Keberatan.

(2)Untuk  melaksanakan tugasnya Seksi Penagihan PBB-P2

mempunyai fungsi meliputi:

a.

Penyusunan rencana program dan kegiatan penagihan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;

Penyampaian SPPT/SKPD/SKRD dan sarana administrasi
lainnya yang berhubungan dengan pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah;

Pelaksanaan pembinaan administrasi pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah;

Perumusan langkah-langkah dalam mengintensifkan
operasional penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
Pelaksanaan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
masa berjalan maupun yang telah melampaui batas waktu jatuh
tempo;

Penerbitan surat tagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
yang telah melampaui batas akhir pembayaran/batas waktu

jatuh tempo;
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g. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait
dalam rangka pelaksanaan penagihan Pajak daerah dan
Retribusi Daerah;

h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penagihan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

I.  Penyusunan laporan secara berkala realisasi penerimaan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;

J. Penatausahaan piutang Pajak daerah dan Retribusi Daerah;

k. Pelaksanaan pemrosesan permohonan penghapusan piutang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan

I.  Penyusunan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan
pertanggung jawaban.

b) Seksi Keberatan dan Pengurangan
(1)Seksi Keberatan dan Pengurangan mempunyai tugas melaksanakan
penyelesaian ~ permohonan  keberatan,  pengurangan  dan
permasalahan Pajak lainnya, dan tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan.

(2)Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Keberatan dan Pengurangan
mempunyai fungsi meliputi:

a. Penyusunan rencana program dan kegiatan penyelesaian
keberatan, pengurangan dan restitusi;

b. Pelaksanaan pemrosesan permohonan keberatan,
keringanan/pengurangan, pembetulan, pembatalan, penundaan
pembayaran dan pembebasan atas materi penetapan pajak serta
pengurangan sanksi administrasi Pajak Daerah;

c. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan bidang terkait
dalam rangka penyelesaian permohonan keberatan dang

pengurangan atas penetapan Pajak Daerah;
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d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam rangka
penyelesaian permohonan keberatan atas penetapan Pajak
Daerah;

e. Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan permohonan
keberatan wajib Pajak Daerah;

f.  Penyampaian Laporan Hasil Penelitian untuk dipertimbangkan
permohonan diterima atau ditolak;

g. Penyiapan pertimbangan keputusan menerima atau menolak
permohonan keberatan dan pengurangan;

h. Penyusunan surat keputusan untuk diterima sebagian atau
seluruhnya atau ditolak terhadap permohonan keberatan dan
pengurangan wajib pajak daerah berdasarkan pertimbangan
Laporan Hasil Penelitian;

I. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas hasil pelaksanaan
pertimbangan keberatan Pajak Daerah;

J.  Pelaksanaan pemberian layanan Restitusi dan/atau kompensasi,
penundaan dan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak
Daerah;

k. Penelitian kelebihan pembayaran Pajak Daerah yang dapat
diberikan restitusi dan atau pemindahbukuan;

I.  Pelaksanaan  pemindahbukuan  penerimaan awal dan
penerimaan akhir Pajak Daerah akibat terjadinya Restitusi; dan

m. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan
pertanggung jawaban.

f. Bidang Pembukuan dan Pengendalian
1) Bidang pembukuan dan pengendalian mempunyai tugas melaksanakan
urusan di bidang pembukuan dan pengendalian operasional, yang
meliputi pengawasan operasional pemungutan, penerbitan objek pajak,

pelaksanan pembukuan dan pelaporan realisasi penerimaan Pajak daerah,
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Retribusi Daerah, Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dan lain-lain Pendapatan
Daerahyang sah serta benda berharga dan melaksanakan tugas lain yang
diberikan oleh Kepala dinas.

Untuk melaksanakan tugasnya Bidang pembukuan dan pengendalian

mempunyai fungsi meliputi:

a) Pelaksanaan pembukuan penetapan dan penerimaan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah dan pendapatan daerah lainny ;

b) Pelaporan penerimaan dan perkembangan pendapatan daerah secara
berkala;

c) Pelaksanaan pengawasan/monitoring operasional pemungutan dan
penyetoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

d) Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja terkait dalam rangka
monitoring dan evaluasi pendapatan daerah;

e) Pelaksanaan koordinasi pencairan/pelimpahan Bagi Hasil Pajak/Bukan
Pajak;

f) Pelaksanaan rekonsiliasi terhadap realisasi penerimaan Bagi Hasil
Pajak/Bukan Pajak dengan Pemerintah Provinsi/Pusat dan rekonsiliasi
Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dengan PT. PLN setempat;

g) Inventarisasi dan mendokumentasikan surat-surat serta dokumen
pencairan penerimaan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak;

h) Pencatatan target dan realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah dan pendapatan daerah lainnya;

i) Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan realisasi keuangan benda
berharga;

j) Penyusunan laporan secara berkala (bulanan) target dan realisasi
penerimaan pendapatan daerah;

K) Pengkajian atas realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah serta pendapatan lainnya berikut permasalahannya; dan
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I) Penyusunan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggung

jawaban.

0. Seksi Pengendalian dan Penertiban:

1)

2)

Seksi Pengendalian dan Penertiban mempunyai tugas melaksanakan

pengendalian, monitoring, evaluasi dan penertiban terhadap pemungutan

data penyetoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dantugas lain yang
diberikan oleh Kepala Bidang Pembukuan dan Pengendalian.

Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Pengendalian dan Penertiban

mempunyai fungsi meliputi:

a) Penyusunan rencana program dan kegiatan pengendalian operasional
dan penertiban Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;

b) Pelaksanaan kegiatan pengendalian operaisonal dan penertiban Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;

c) Pelaksanaan monitoring pemungutan dan penyetoran Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah dalam lingkup Dinas;

d) Pelaksanaan pemeriksaan bilamana ada indikasi penyalahgunaan
keuangan Pajak Daerah dan Retribusi daerah;

e) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka
penindakan terhadap Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang
terlambat dan/atau tidak melaksanakan pembayaran sesuai perundang-
undangan;

f) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka
penindakan terhadap penyalahgunaan keuangan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;

g) Pelaksanaan koordinasi penertiban terhadap objek Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah yang sudah jatuh tempo dan belum memenuhi

kewajibannya;


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

54

h) Pelaksanaan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) yang menertibkan perijinan terkait dengan kewajiban
pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;

i) Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelesaian sengketa pemungutan
Pajak Daerah;

J) Pelaksanaan evaluasi terhadap target dan realisasi penerimaan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah serta pendapatan daerah lainnya sesuai
tahapan realisasi penerimaan pendapatan daerah; dan

k) Penyusunan laporan pelaksanaan tugas sebagai vahan pertanggung

jawaban.

h. Kelompok Jabatan Fungsional

1)

2)

3)

4)

5)

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas teknis Kepala Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi
dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;

Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh
tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas;

Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;

Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

i. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

1)

UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional
dinas dalam urusan rumah tangga di bidang Dinas Pendapatan yang
mempunyai wilayah kerja 1 (satu) Kecamatan atau beberapa Kecamatan,
melaksanakan tugas pembantuan berdasarkan kebijakan dan peraturan

perundang-undangan dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;
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Untuk melaksanakan tugasnya Unit Pelayanan Teknis (UPT) mempunyai

fungsi meliputi:

a) Penyiapan penyusunan pelaksanaan sebagian tugas program kegiatan
Dinas Pendapatan;

b) Pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan Dinas Pendapatan;

c) Pengelolaan pelaksanaan pengadaan, pengumpulan, pengolahan,
penyimpanan, perawatan dan penyajian bahan sarana dan prasarana;

d) Pelaksanaan pemeliharaan/ perawatan, pembinaan, pengamanan dan
peningkatan pelayanan;

e) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan melaporkan secara rutin hasil
pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan

f) Penyetoran hasil pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ke

Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan.

Susunan Organisasi

1) Susunan Organisasi UPT terdiri dari :

a) Kepala UPT,;
b) Sub Bagian Tata Usaha; dan
¢) Kelompok Jabatan Fungsional.

2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
dipimpim oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
c, disesuaikan dengan keahlian dan kebutuhan.

Nomenklatur UPT

1) UPT. Dinas terdiri dari :

a) UPT. Hotel dan Pemandian Rembangan;
b) UPT. Hotel dan Pemandian Kebonagung;
¢) UPT. Pemandian Patemon Tanggul;

d) UPT. Wisata Pantai Watu Ulo;
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e) UPT. Pendapatan.
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UPT. Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari

a) UPT. Pendapatan di Kecamatan Kaliwates, meliputi wilayah kerja:
(1)Kecamatan Kaliwates;
(2)Kecamatan Patrang; dan
(3)Kecamatan Sumbersari.

b) UPT. Pendapatan di Kecamatan Mayang, meliputi wilayah kerja :
(1)Kecamatan Mayang;
(2)Kecamatan Mumbulsari;
(3)Kecamatan Tempurejo; dan

(4)Kecamatan Silo.

c) UPT. Pendapatan di Kecamatan Arjasa, meliputi wilayah kerja :
(1)Kecamatan Arjasa;
(2)Kecamatan Jelbuk;
(3)Kecamatan Pakusari; dan
(4)Kecamatan Sukowono.
d) UPT. Pendapatan di Kecamatan Kalisat, meliputi wilayah kerja :
(1)Kecamatan Kalisat;
(2)Kecamatan Sumberjambe; dan
(3)Kecamatan Ledokombo.

e) UPT. Pendapatan di Kecamatan Rambipuji, meliputi wilayah kerja:

(1)Kecamatan Rambipuji;
(2)Kecamatan Panti;

(3)Kecamatan Sukorambi;
(4)Kecamatan Ajung; dan
(5)Kecamatan Jenggawah.

f) UPT. Pendapatan di Kecamatan Balung, meliputi wilayah kerja :
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(1)Kecamatan Balung;
(2)Kecamatan Ambulu;
(3)Kecamatan Wuluhan; dan

(4)Kecamatan Puiger.

g) UPT. Pendapatan di Kecamatan Kencong meliputi wilayah kerja:

(1)Kecamatan Kencong;
(2)Kecamatan Jombang;
(3)Kecamatan Gumukmas; dan

(4)Kecamatan Umbulsari.

h) UPT. Pendapatan di Kecamatan Tanggul, meliputi wilayah kerja :

(1) Kecamatan Tanggul,;

(2) Kecamatan Bangsalsari;
(3) Kecamatan Semboro; dan
(4) Kecamatan Sumberbaru.

57


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

BAB 4. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

4.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) merupakan salah satu program akhir
yang harus ditempuh mahasiswa Diploma Ill Perpajakan Universitas Jember, guna
memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan.Adapun syarat utama bagi
mahasiswa untuk dapat melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN) adalah apabila
mahasiswa yang bersangkutan telah menyelesaikan mata kuliah sedikitnya 90 SKS
(Sistem Kredit Semester).

Praktek Kerja Nyata (PKN) wajib diprogramkan sebagai mata kuliah dalam
Program Rencana Studi.Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) sebagai acuan
dalam penyusunan laporan yang sebagai program akhir.

Tahap pertama yang harus dilakukan sebelum melaksanakan Praktek Kerja Nyata
(PKN) adalah melakukan survey pada lembaga yang akan ditempati dalam proses
Praktek Kerja Nyata. lembaga tersebut bisa berbentuk Badan Umum Milik Negara
(BUMN), Badan Umum Milik Swasta (BUMS), maupun Badan Umum Milik Daerah
(BUMD). Mahasiwa harus mengetahui bersedia atau tidak lembaga tersebut menjadi
objek Praktek Kerja Nyata. Langkah yang harus ditempuh saat lembaga menerima
mahasiswa melaksanakan Praktek Kerja Nyata :

1. Membuat proposal yang akan diberikan kepada Dinas Pendapatan Daerah
Jember (Dipenda) yang harus disetujui dan ditandatangani oleh :
a. Pembantu Dekan 1 Fakultas llmu Sosial dan llmu Politik
b. Ketua Jurusan lImu Administrasi
c. Ka. Prodi Diploma Ill Perpajakan
2. Menyampaikan proposal ke instansi yangakan dibuat melaksanakan
Praktek Kerja Nyata
3. Menyampaikan surat balasan dari instansi ke pihak kampus
4. Mendapatkan surat tugas dari kampus. Surat tugas untuk instansi dan

surat tugas untuk dosen supervisi.
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Setelah semua syarat dan ketentuan sudah dipenuhi mahasiswa dapat

melaksanakan Praktek Kerja Nyata di intansi atau perusahaan yang dimaksud.

4.2 Tempat, Waktu dan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

4.2.1 Tempat Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata
Pelaksanaan Praktek kerja Nyata yang bertempat pada Kantor Dinas

Pendapatan Kabupaten Jember yang beralamatkan di Jalan Jawa No 71 Jember.

4.2.2 Waktu pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Berdasarkan ketentuan dari fakultas bahwa program Praktek Kerja Nyata
(PKN) Diploma IIl Perpajakan dilaksanakan selama 1 (satu) bulan.Jadwal
pelaksanaan Praktek Kerja Nyata sesuai dengan surat tugas yaitu dimulai dari tanggal
16 februari sampai 16 Maret 2015.
Adapun kegiatan Praktek Kerja Nyata ini dilakukan sesuai dengan jam kerja di Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yaitu:
Tabel 4.1 Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata di Dinas Pendapatan Daerah

Kabupaten Jember

Hari Kerja Jam Kerja

Senin s/d Kamis 07.30 - 16.00 WIB
Istirahat 12.00 - 13.00 WIB
Jum’at 07.30 - 16.00 WIB
Istirahat 11.00 - 13.00 WIB
Sabtu dan Minggu Libur Libur

Sumber : Dinas Pendapatan Kabupaten Jember, Tahun 2015
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4.2.3 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN), penulis melakukan
pengamatan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten jember sehubungan dengan
Pajak Bumi dan bangunan khususnya pada pembetulan Surat Pemberitahuan Pajak
Terutang (SPPT) PBB Perdesaan dan Perkotaan.
Tabel 4.2 Kegiatan yang dilakukan selama Praktek Kerja Nyata

Hari Kegiatan Penanggung Hasil
dan Jjawab
Tanggal
(@) (b) ©) (d)
Senin, 16 Menemui Bu Siti dan Mengenal
Februari diantarkan ke bidang 3 pegawai Dipenda
2015 menenui  Bu Yunita yang  khusunya
(kabid) dan Pak Hendra berada bi bidang
(kasie), perkenalan 3 (penagihan dan
dengan pegawai di keberatan dan
bidang 3 dan pengurangan)
dilanjutkan apel pagi
Selasa, . Apel Pagi Pak Sugeng Mengetahui wajib
17 . Pengecekan Tanda pajak yang belum
Februari Terima Sementara membayar PBB-
2015 (TTS) pajak bumi dan P2 yang
bangunan  perdesaan sebenarnya sudah
dan perkotaan dibayarkan ke
petugas desa
Rabu, 18 Pengecekan Tanda 1. Pak Hendra 1. Mengetahui
Februari terima sementara PBB- 2. Pak Sugeng wajib pajak yang
2015 P2 belum membayar
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2.

Melayani Wajib Pajak
yang ingin mengetahui
validasi tunggakan
PBB-P2

PBB-P2 yang
sebenarnya sudah
dibayarkan ke
petugas desa 2.
Mengetahui

tunggakan PBB-
P2 (2009-2015)
yang belum
dibayar oleh

wajib pajak

Kamis, Libur, Tanggal merah

19

Februari

2015

Jumat, Mengentri TTS PBB- Pak Hendra Mengetahui wajib

20 P2 yang tidak pajak yang belum

Februari dibayar/disetorkan oleh membayar pajak

2015 petugas pemungut ke setiap  tahunnya

bank dan  mengetahui

petugas pemungut
yang tidak
membayarkan
uang  pungutan
pajak ke bank

Senin, 23 Mengentri data setoran Pak Taufik  Mengetahui

Februari Pajak  Asli  Daerah setoran Pajak Asli

2015 (PAD) Daerah (PAD)

Selasa, Mengentri TTS PBB- Pak Hendra Mengetahui wajib
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24 P2 yang tidak pajak yang belum
Februari dibayar/disetorkan oleh membayar pajak
2015 petugas pemungut ke setiap  tahunnya
bank dan  mengetahui
petugas pemungut
yang tidak
membayarkan
uang  pungutan
pajak ke bank
Rabu, 25 Mengentri data Pak Taufik  Menegetahui
Februari pencairan dana berapa dana yang
2015 operasional dibutuhkan  saat
pemungutan PBB-P2 pemungutan
PBB-P2
dilakukan
Kamis, Melayani Wajib Pajak Pak Sugeng Mengetahui
26 validasi tunggakan tunggakan PBB-
Februari PBB-P2 P2  (2009-2015)
2015 yang belum
dibayar oleh
wajib pajak
Jumat, Melayani Wajib Pajak Pak Sugeng Mengetahui
27 Validasi Tunggakan tunggakan PBB-
Februari PBB-P2 P2  (2009-2015)
2015 yang belum
dibayar oleh
wajib pajak
Senin, 2 Pendistribusian/penyam Pak Taufik  Mengetahui
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Maret paian SPPT PBB-P2 ke proses

2015 kecamatan ledokombo penyampaian
dan Sumberjambe SPPT PBB-P2 ke

UPTD

Selasa, Penyampaian atau 1. Ibu Yunita 1. Mengetahui

03 Maret pendistribusian  SPPT 2. Pak Kukuh tata cara

2015 PBB-P2 ke kecamatan pendistribusia
Kaliwates dan disertai n SPPT PBB-
sosialisasi kepada P2 di
Lurah-lurah yang ada di Kecamatan
kecamatan Kaliwates Kaliwates
Konsultasi ke Kasie 2. Mengetahui
Keberatan dan tentang
pengurangan pembetulan

SPPT PBB-P2

Rabu, 04 Penyampaian atau Pak Mengetahui

Maret pendistribusian ~ SPPT Suyanto tata cara

2015 PBB-P2 ke kecamatan pendistribusia
patrang dan disertai n SPPT PBB-
sosialisasi kepada P2 di
Lurah-lurah yang ada di Kecamatan
kecamatan patrang Patrang

Kamis, Penyampaian SPPT Ibu Yunita Mengetahui

05 Maret PBB-P2 ke kecamatan tata cara

2015 sumbersari disertai pendistribusia

sosialisasi kepada

n SPPT PBB-
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Lurah-lurah yang ada di P2 di
kecamatan Sumbersari Kecamatan
Sumbersari
Jumat, Melayani wajib pajak Pak Sugeng Mengetahui
06 Maret yang melakukan tunggakan
2015 validasi tunggakan PBB-P2
PBB-P2 (2009-2015)
yang  belum
dibayar oleh
wajib pajak
Senin, 09 Melayani wajib pajak Pak Sugeng Mengetahui
Maret yang melakukan tunggakan
2015 validasi tunggakan PBB-P2
PBB-P2 (2009-2015)
yang belum
dibayar oleh
wajib pajak
Selasa, Mengarsip  Surat-surat 1. Pak Supri . Mengetahui isi
10 Maret yang akan dibagikan ke 2. Pak kukuh surat yang
2015 setiap UPTD vyang akan
mengikuti Rapat Tim dibagikan ke
Intensifikasi UPTD
Pemungutan  PBB-P2 . Mengetahui
tahun 2015 Wajib  pajak
Konsultasi ke kasie atau Desa
bagian keberatan yang
mengajukan

pembetulan
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SPPT PBB-P2
Rabu, 11 Rapat pembetukan Tim Ibu Yunita  Mengetahui tata
Maret Intensifikasi cara pembentukan
2015 pemungutan  PBB-P2 Tim Intensifikasi
Tahun 2015 Tingkat pemungutan
Desa, Kelurahan dan PBB-P2  Tahun
Kecamatan (di aula 2015
Dipenda Bidang I11)
Kamis, Merekap data 1. lbu Ayu 1. Mengetahui
12 Maret perjalanan dinas selama 2. Pak Faisol pegawai yang
2015 penyampaian/pendistrib melakukan
usian SPPT PBB-P2 pendistribusia
Konsultasi ke  staf n/penyampaia
Keberatan n SPPT PBB-
P2 di UPTD
Jember
2. Mengetahui
Wajib  pajak
atau Desa
yang
mengajukan
pembetulan
SPPT PBB-P2
Jumat, Melayani Wajib pajak 1. Pak Sugeng 1. Mengetahui
13 Maret yang melakukan 2. Pak faisol tunggakan
2015 validasi tunggakan PBB-P2
PBB-P2 (2009-2015)
Melengkapi data yang  belum
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pengajuan pembetulan dibayar oleh
SPPT PBB-P2 wajib pajak
2. Memperoleh
data Wajib
pajak yang
mengajukan
pembetulan
SPPT PBB-P2
Senin, 16 Berpamitan kepada seluruh
Maret pegawai Dipenda

2015

Dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata penulis tidak menangani permohonan
pembetulan secara langsung, dikarenakan SPPT PBB-P2 tahun 2015 baru selesai
disampaikan atau didistribusikan kepada masyarakat (Wajib pajak) pada bulan Maret
ini. Maka dari itu penulis mengambil data permohonan pembetulan di Tahun 2014,
penulis juga melakukan konsultasi ke kasie keberatan dan pengurangan tentang
permohonan pembetulan.Dari kasie keberatan dan pengurangan mendapatkan info
bahwa prosedur penanganan permohonan pembetulan SPPT PBB-P2 bisa

diselesaikan dalam jangka waktu kurang lebih satu minggu.

4.3 Hasil Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

4.3.1 Pengalihan Pengelolahan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Sesuai dengan Undang-undang No 28 Tahun 2009 yang mengatur tentang pajak

daerah dan retribusi daerah, yang sebelumnya telah mengalami perubahan, dimana

terdapat perubahan tentang pengalihan pengelolahan pajak bumi dan bangunan

perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) yang semula dikelolah oleh pemerintah pusat kini
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dikelolah oleh pemerintah daerah. Saat PBB-P2 dikelola oleh pemerintah pusat,
pemerintah daerah hanya mendapatkan bagian sebesar 64,8%. Setelah pengalihan ini,
semua pendapatan dari sektor PBB-P2 akan masuk ke dalam kas pemerintah daerah.
Terjadinya pengalihan ini tidak hanya berupa pengalihan penanganan tunggakan saja
namun terdapat pengalihan alur pelaporan pajak bumi dan bangunan.Dengan adanya
pengalihan pengelolahan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagai
pajak daerah itu dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Tujuan pengalihan ini menjadi pajak daerah sesuai dengan undang-undang
pajak daerah dan retribusi daerah adalah:
1. Memberikan peluang baru kepada daerah untuk mengenakan pungutan baru
(menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah);
2. Memberikan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi dengan
memperluas basis pajak daerah;
3. Menyerahkan fungsi pajak sebagai instrumen penganggaran dan pengaturan pada
daerah;
4. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah;

5. Memberikan kewenangan kepada daeah dalam penetapan tarif pajak.
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Bagan Pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan sebelum terjadi Pengalihan
Gambar: 4.1 Bagan Pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan sebelum terjadi Pengalihan

KPP Pratama
Jember

Dispenda

Kecamatan

Kelurahan

4

Wajib Pajak

Bank Persepsi

Sumber: Dinas Pendapatan Kabupaten Jember, tahun 2015

Penjelasan Bagan pelaporan pajak bumi dan bangunan sebelum terjadi pengalihan
sebagai berikut:

1. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jember mengeluarkan Surat Setoran Pajak (SSP)
dan diserahkan kepada dispenda;

Dispenda menerima surat tersebut dan menyerahkan kepada kecamatan;

Oleh pihak kecamatan surat tersebut dibagikan ke kelurahan;

Kemudian oleh pihak kelurahan dibagikan ke wajib pajak;

ok, w N

Wajib pajak membayar setoran pajak ke bank persepsi.
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Bagan Pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan setelah terjadi Pengalihan
Gambar: 4.2 Bagan Pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan setelah terjadi Pengalihan

Dispenda

Kecamatan

Kelurahan

Wajib pajak

Bank persepsi

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, tahun 2015
Penjelasan bagan pelaporan pajak bumi dan bangunan setelah terjadi pengalihn
sebagai berikut:
1. Dispenda mengeluarkan Surat Setoran Pajak (SSP) dan diserahkan kepada
kecamatan;
2. Kecamatan membagikan surat tersebut kepada kelurahan;
3. Kemudian setelah pihak kelurahan menerima surat tersebut, maka dibagikan
kepada wajib pajak;
4. Wajib pajak menerima surat tersebut dan membayarkan kepada bank persepsi.
Disini perbedaan yang nampak dari sebelum dan sesudah pengalihan yaitu
campur tangan dari pihak dirjen pajak, dimana saat sebelum terjadi pengalihan dirjen
pajak menangani masalah pembuatan dan menerbitkan surat pajak. Namun setelah

terjadi pengalihan ini masalah surat pajak ditangani oleh pihak dispenda.
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4.3.2 Struktur Organisasi Bidang Penagihan dan Keberatan

KABID
PENAGIHAN DAN KEBERATAN
Yunita Maharani. S.STP. M.Si

NIP. 19800926 199912 2 001

KASIE PENAGIHAN KASIE KEBERATAN dan

PENGURANGAN
Hendra Surya Putra. S.STP

Kukuh Widiatmoko

NIP. 19831108 200212 1 003
NIP. 19680810 199103 1 008

STAF BAGIAN
PENAGIHAN dan
KEBERATAN

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, Tahun 2015
Penjelasan Struktur Organisasi Bidang Penagihan dan Keberatan di Dinas Pendapatan
Daerah Kabupaten Jember sebagai berikut:
a. Kabid Penagihan dan Keberatan
Mempunyai tugas memimpin, mengawasi, mengkoordinasi pelaksanaan
operasional penagihan dan keberatan, serta membina, mengelola dan

mengembangkan hasil pajak;
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b. Kasie Penagihan
Mempunyai tugas mengadministrasi intensifikasi PBB, mengadministrasi SSPD,
mengelola tunggakan pajak, membuat rekapan dan penerimaan PBB,
pengadministrasi umum dan agendaris;

c. Kasie Keberatan dan Pengurangan
Mempunyai tugas mengelola data dokumen pajak, membuat dokumen,
mengadministrasi data pajak, membantu pengadministrasian petugas penagihan;

d. Staf Bagian Penagihan dan Keberatan
Mempunyai tugas untuk melaksanakan seluruh kegiatan yang diberikan Kabid dan

Kasie bidang Penagihan dan Keberatan.

4.4 Prosedur Permohonan Pembetulan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang
PBB-P2

Prosedur adalah suatu rangkaian tugas-tugas yang saling berhubungan berupa
urutan waktu dan tata cara tertentu untuk melaksanakan pekerjaan yang dilakukan
berulang-ulang.Dinas pendapatan mempunyai tugas salah satunya menerbitkan Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) pajak bumi dan bangunan perdesaan dan
perkotaan. Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) berdasarkan Surat
Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang merupakan ketetapan pajak terutang untuk
masa 1 (satu) tahun pajak.Penyampaian SPPT PBB-P2 dilaksanakan oleh Dinas
Pendapatan melalui kecamatan untuk diserahkan kepada Desa/kelurahan untuk
kemudian disampaikan kepada Wajib Pajak.Dalam penerbitan SPPT PBB-P2
biasanya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan kekeliruan penerapan
tertentu.Jika hal tersebut terjadi maka Wajib Pajak dapat mengajukan pembetulan
SPPT, supaya untuk tahun berikutnya SPPT sesuai dengan kenyataan. Dalam
pengajuan permohonan pembetulan SPPT dapat dilakukan dengan dua cara yaitu
dengan cara perseorangan atau kolektif. Di Dinas Pendapatan bidang yang melayani

pembetulan SPPT PBB-P2 adalah bidang pelayanan dan bidang keberatan.
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Persyaratan yang harus dipenui wajib pajak pada saat pengajuan permohonan

pembetulan baik secara perseorangan maupun kolektif :

1.
2
3
4.
5
6

441

Surat Permohonan;

. SPOP ( Surat Pemberitahuan Objek Pajak);
. Surat Kuasa ( jika ada kuasa, jika tidak ada kuasa tidak perlu surat kuasa);

Copy KTP

. Copy surat tanah/bangunan; dan
. Copy SPPT tahun terakhir.

Daftar pengajuan permohonan pembetulan SPPT PBB-P2 secara kolektif tahun
2014

Tabel 4.3 Daftar pengajuan pembetulan SPPT PBB-P2 secara kolektif

No Bulan Banyak nya pengajuan
1 Januari 0
2 Februari 0
3 Maret 0
4 April 0
5 Mei 6
6 Juni 3
7 Juli 14
8 Agustus 10
9 September 14
10 Oktober 2
11 November 1
12 Desember 0

Jumlah 49

Sumber : Dinas pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2015
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4.4.2 Daftar pengajuan permohonan pembetulan SPPT PBB-P2 secara perseorangan
tahun 2014
Tabel 4.4 Daftar pengajuan pembetulan SPPT PBB-P2 secara perseorangan

No Bulan Banyak nya pengajuan
1 Januari 0
2 Februari 8
3 Maret 25
4 April 12
5 Mei 23
6 Juni 66
7 Juli 18
8 Agustus 16
9 September 52

10 Oktober 13

11 November 5

12 Desember 0

Jumlah 238

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, Tahun 2015

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa permohonan pembetulan SPPT PBB-

P2 cenderung lebih banyak dilakukan wajib pajak dengan cara perseorangan.

4.4.3 Prosedur Permohonan Pembetulan SPPT PBB-P2 Secara Kolektif
Permohonan pembetulan secara kolektif adalah Permohonan yang dilakukan
WP untuk mengurusi permasalahan yang timbul, dan dilakukan secara bersama-sama

melalui kantor desa atau kelurahan.
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Gambar: 4.4 Bagan prosedur permohonan pembetulan SPPT PBB-P2 secara kolektif

Wajib Pajak Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
Desa/Lurah Bidang Bidang Keberatan | Kepala Dinas
Pelayanan
2-3 Minggu
1
Pendaftaran
[ -
Melakukan
pendataan Menerima
Dokumen pengajuan
Persyaratan
3
A\ 4
Lembar Pengecekan
Disposisi semua
persyaratan
5
\ 4
Melakukan
penelitian
%
Hasil 7
penelitian
Menerima Diterima M" -
hasil oleh Desa / e”t‘ en
pengajuan atau gaHusan
pembetulan Kelurahan

Sumber : Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, Tahun 2015
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1. Wajib Pajak melaporkan permohonan Pembetulan SPPT PBB-P2 kepada Kepala
Desa/Lurah diserati dengan dokumen persyaratan. Permohonan pembetulan harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Diajukan untuk SPPT Tahun Pajak yang sama dengan pajak yang terutang
untuk setiap SPPT paling banyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

b. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang
mendukung permohonannya;

c. Diajukan kepada Kepala Dinas; dan

d. Diajukan melalui Kepala Desa/Lurah setempat.

2. Kepala Desa/Lurah melakukan pendataan terhadap wajib pajak yang mendaftarkan
pengajuan pembetulan SPPT PBB-P2 (Lampiran 4). Setelah itu Kepala

Desa/Lurah mengajukan permohonan ke Dinaspendapatan di Bidang Pelayanan;

w

. Bidang pelayanan menerbitkan lembar pendaftaran untuk selanjutnya diproses
oleh bidang keberatan (Lampiran 5 );

SN

. Bidang keberatan melakukan pengecekan terhadap persyaratan dokumen yang

diajukan (Lampiran 6);

ol

. Bidang keberatan melakukan penelitian atas permohonan pembetulan yang
diajukan (Lampiran 7);

(o]

. Bidang keberatan menerbitkan hasil penelitian untuk diajukan ke Kepala Dinas
(Lampiran 8);

7. Kepala Dinas memberikan keputusan atas penelitian pembetulan dengan

menerbitkan Surat Keputusan (Lampiran 9) yang selanjutnya diberitahukan kepada

Kepala Desa/Lurah;

8. Hasil keputusan diberitahuan kepada Desa/Kelurahan lalu oleh Desa/kelurahan

diberitahuan kepada Wajib Pajak.
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Tabel 4.5 Permohonan Pembetulan SPPT PBB-P2 di Desa Jombang Kec. Jombang

Jember
No | Wajib Pajak | Permohonan | Semula | Hasil Kesimpulan
Pembetulan Penelitian
1 | Mistah Luas Bumi 2.650 M | 1.750 M Diterima (Th.2014)
2 | Mistah Luas Bumi 6.150 M | 3.540 M Diterima (Th.2014)
3 | Kasmidi Kelas 025 025 Ditolak
Bangunan

Sumber : Dinas Pendapatan Kabupaten Jember, Tahun 2015

4.4.4 Prosedur

Perseorangan

Penanganan Permohonan Pembetulan SPPT PBB-P2 Secara

Pengajuan permohonan Pembetulan secara perseorangan adalah Permohonan

yang dilakukan WP sendiri untuk mengurusi permasalahan yang timbul dan WP

sendiri yang wajib melaporkan permasalahan ke DIPENDA. Contoh kasus prosedur

penanganan Pembetulan SPPT PBB-P2 yang terjadi pada ABD. Kahar Muzakir di

Dusun Krajan sukorambi Kecamatan sukorambi Jember.
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Gambar : 4.5 Bagan prosedur permohonan pembetulan SPPT PBB-P2 secara

perseorangan

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Wajib Pajak Bidang Pelayanan | Bidang Keberatan | Kepala Dinas
3-7 Hari
1
Dokumen Mendaftarkan
Persyaratan permohonan
2
\ 4
Menerbitkan Pengecekan
Lembar semua
Disposisi dokumen
Melakukan
penelitian
oy
Hasil )
penelitian J 6
Menerima L
hasil . Memberi
pengajuan L keputusan
pembetulan

Sumber : Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, Tahun 2015
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Keterangan :

1.

Wajib Pajak melaporkan pengajuan permohonan pembetulan ke kantor Dinas

Pendapatandi bidang pelayanan dengan melampirkan dokumen persyaratan dan

surat pengantar (Lampiran 10). Dan permohonan pembetulan harus memenuhi

persyaratan sebagai berikut :

a. Setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) surat keputusan atau
surat ketetapan;

b. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang
mendukung permohonannya;

c. Diajukan kepada Kepala Dinas; dan

d. Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat
permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak :

1) Harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus bagi Wajib Pajak orang
pribadi dengan pokok pajak lebih besar dari Rp 5.000.000,00 (lima juta
rupiah) dan wajib pajak badan, atau

2) Harus dilampiri dengan surat kuasa, bagi wajib pajak orang pribadi
dengan pokok pajak sampai dengan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Bidang pelayanan menerbitkan lembar disposisi atau lembar pendaftaran
(Lampiran 11);

Bidang keberatan melakukan pengecekan terhadap dokumen pesyaratan yang
diajukan (Lampiran 12);

Bidang keberatan melakukan penelitian atas permohonan pembetulan SPPT PBB-
P2 yang diajukan oleh Wajib Pajak (Lampiran 13);

Bidang keberatan nenerbitkan hasil penelitian yang selanjtnya diajukan kepada
kepala dinas (Lampiran 14);

Kepala dinas memberikan keputusan dengan menerbitkan Surat Keputusan
(Lampiran 15);

Wajib pajak menerima hasil pengajuan permohonan pembetulan SPPT PBB-P2.
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Tabel 4.6 Permohonan pembetulan SPPT PBB-P2 oleh ABD. Kahar Dsn Krajan
Sukorambi Kec. Sukorambi Jember

No Nama Uraian Semula Hasil keputusan
1 ABD Kahar Luas bumi 3.657 M 4.075 M
Luas bangunan 0OM 1.800 M

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, Tahun 2015

4.5 Penilaian Kegiatan Instansi dalam Prosedur Permohonan Pembetulan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

4.5.1 Kelebihan Prosedur Permohonan Pembetulan SPPT PBB-P2

Kelebihan Prosedur pembetulan SPPT PBB-P2 adalah Dinas Pendapatan
khususnya bidang 3 yang menangani masalah keberatan dapat menyelesaikan
permohonan pembetulan lebih cepat dari jangka waktu yang telah ditentukan. Sesuai
dengan Peraturan Buapti No 31 Tahun 2012 jangka waktu penyelesaian permohonan
pembetulan SPPT PBB-P2 6 (enam) bulan sejak permohonan pembetulan diajukan,
tetapi pada kenyataannya permohonan pembetulan tersebut dapat diselesaikan dalam
jangka waktu 3-7 hari untuk permohonan secara perseorangan sedangkan 2-3 minggu
untuk permohonan secara kolektif.

4.5.2 Kekurangan Prosedur Permohonan Pembetulan SPPT PBB-P2

Kekurangan Prosedur Permohonan Pembetulan SPPT PBB-P2 adalah jika
dokumen dan persyaratan yang telah ditentukan tidak dapat dipenuhi oleh wajib pajak
maka Dipenda tidak dapat melakukan proses tersebut sehingga surat permohonan

tidak dapat dipertimbangkan.
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BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) yang telah
dilaksanakan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dan tanya jawab serta
wawancara dengan para pegawai di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dan
data-data yang terkumpul mengenai Prosedur Penanganan Permohonan Pembetulan
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dapat ditarik
kesimpulan sebagai berikut:

Dari data diatas target penerimaan PBB-P2 dari tahun 2013-2014 mengalami
kenaikan. Sebelum terjadi pengalihan pengelolahan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan dikelolah oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember,
setelah terjadi pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
dikelolah oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Pembetulan SPPT
dikarenakan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan kekeliruan penerapan tertentu.
Permohonan Pembetulan SPPT PBB-P2 dapat dilakukan secara kolektif dan
perseorangan. Dilakukan secara Perseorangan yang berarti Permohonan yang
dilakukan wajib pajak sendiri untuk mengurusi permasalahan yang timbul dan wajib
pajak sendiri yang wajib melaporkan permasalahan ke Dinas Pendapatan. Sedangkan
prosedur pembetulan secara kolektif yang berarti permohonan yang dilakukan wajib
pajak untuk mengurusi permasalahan yang timbul, dan dilakukan secara bersama-
sama melalui kantor desa atau kelurahan. Penyelesaian penanganan permohonan
pembetulan SPPT PBB-P2 lebih cepat dari jangka waktu yang telah ditentukan. Di
peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2012 dijelaskan pengajuan pembetulan setiap
SPPT paling banyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tetapi pada kenyataannya
jika ada yang mengajukan jumlah diatas Rp 100.000,00 tetap diproses, karena agar
tidak terjadi kesalahan pada

80
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SPPT tersebut disetiap tahunnya. Dampak dari kesalahan yang terjadi mengakibatkan
wajib pajak tidak mau membayar pajak bumi dan bangunan nya.

5.2 Saran

Dinas Pendapatan lebih teliti dalam menerbitkan SPPT PBB-P2 agar tidak
terjadi kesalahan-kesalahan yang tidak di inginkan oleh Wajib pajak. Dan Dinas
Pendapatan memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang dokumen dan
persyaratan yang harus dilampirkan saat ingin melakukan pembetulan SPPT agar
tidak terjadi kesalahan atau kurangnya kelengkapan dokumen dan persyaratan yang
mengakibatkan permohonan pembetulan tidak dapat diproses lebih lanjut dan tidak

mendapatkan keputusan dari Kepala Dinas.
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Lampiran 1

s T Y

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2009
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a.  bahwa Negara K Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
bertujuan untuk judkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera,
dan berkeadilan;

b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang
Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan
dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian
hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem
penyelenggaraan pemerintahan negara;

c.  bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan
daerah yang penting guna biayai pelak pemerintahan daerah;

d.  bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian
daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan
pemberian diskresi dalam penetapan tarif;

e.  bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan rinsip
demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas
dengan memperhatikan potensi daerah;

£ bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, perlu disesuaikan dengan kebijakan otonomi daerah;

g bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b,
huruf ¢, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu membentuk Undang-Undang tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat :
Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 ayat (2), Pasal 22D, dan Pasal
23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.
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BAB XVIO
EETENTUAN PENUTUP

Pazal 180

Pada saat Undanz-Undang ini noulai berlakn-

L

[

[

Peraturan Daerah mamg Pajak Daerah menzenal jenis Pajak provinst sebapaimana
dimaksud dalam Pasal I ayat (1) dan jemis Pajak kabupaten'kofa sehagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 avat {2) masih tetap berlakn untak jangka wakm 2 (dua)
tabun s=belum diberlakukarmya Peratoran Daerah yang bam berdazarkan Undanz-
Undang ini;

Peraturan Diaerah tentang Femibosi Daerah mengenal jenis Fembus Jasa Umum
sehapaimana dimaksud dalam Pazal 110 ayat (1), jeniz Fembusi Jazsa Usaha
sehazaimana dimaksud dalam Pasal 127, dan jemis Fetribusi Perizinan Tertenta
sebagaimana dimaksod dalam Pasal 141, masth fefap berlaku mmrok janpka wakha 2
(dua) tabun sebelum diberlalukannya Peratoran Dasrah vang barmn berdasarkan
Undang-Undang ind;

Peraruran Daerah Provins tenfang Pajak Penzambilan dan Pemanfastan Air Bawah
Tamah dan Air Permukaan fefap berlaku paling lama 1 (sahg) fm ssjak
diberlakukanmya Undang-Undang ini, sepanjang Peraturan Diaerah KabupatenFot
tentang Pajak Air Tamah belm diberlakukan berdasarkan Undang-Undang ini;
Peraturan Daerah tentang Pajak Crasrah dam Retribusi Daerah szlaim sehagaimana
dimaksud pada angka 1. angka 1, dan angka 3 dinyatakan masih tetap berlaku
paling lama 1 (sahi) tahun s=jak diberlakukanmya Undangz-Undang ini:
Undang-Undang Nomor 12 Talnm 1985 tenfang PajakBumi dan Banpunan
(Lembaran Megara Republik Indonesia Momor 68, Tambahan Lembaran Negama
Republik Indomesia Momor 3311) sebagaimana telah diobah denzan Undang-
Undane MNomaer 12 Tabun 1984 tenfanz Perabahan afas Undanz-Undang Momar 12
Tahun 1985 tenfanr Pajak Bumi dm Banpmman (Lembaran MNegara Republik
Indomesia Nomor 62, Tambaban Lembaran Negara Fepoblik Indonesia emor
3369 yapg terkait dengan peratuan pelakzamsan mengemal Perdesaan dam
Perkotman masih tetap berlaku sampai demzan tamggal 31 Desember 2013,
sepamjang belum ada Peraturan Caerah tentane Pajak Bumi dan Banzuman yang
terkait denzan Perdesaan dan Perkotaan: dan

Undang-TUndang 2omar 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangzunan (L embaran Negara Fepoblik Indopesia Nomor 44, Tambahan Lembaran
Wegara Bepublik Indomesia Womor 3688) sebagaimana dinbah dempan Undanz-
Undang Nomaer 20 Tahun 20:0 temfang Perabahan atas Undang-Undanz Nomer 21
Tahun 1997 tentang Bea Perolchan Hak ams Tanah dan Banpunan (Lembaran
Negara Bepublik Indonesia Nomor 130, Tambahan Lembaran Nepara Fepublik
Indomesin Momor 308Z) tetap berlakn paling lama 1 (satn) tabun sejak
diberlakukanmya Undang- Undang imi.
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PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

PENGUNDANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
NOMoR 3 TAHUN 2011
TENTANG

PAJAK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

Lampiran 2

Menimbang : 3 bahwa kebijakan Pemungutan pajak daerah sebagai

berdasarkan prinsip demokrasi, pPemerataan .dan keadilan,
peran  sertg masyarakat, dan akuntabilitas dengan

memperhatikan potens; daerah;

b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 2g Tahun 2003 tentang pajak daerah dan
retribusi daerah, maka ketentuan (i bidang Pajak Daerah di

Kabupaten Jember periu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, periu membentuk Peratyran Daerah

tentang Pajak Daerah;

Mengingat ; 1. Undang—Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik
Indonesia Nomor 41), sebagaimana telah  djubah dengan
Undang—Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1965
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahyn 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

2730);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran

1


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

70,

{2

peraturan perUndang-Undang Republik Indonesiaan Perpajakan dzaerzn
dan retribusi daerah,

Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribus
adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik unti.
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti ity membLat

lerang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang
terjadi serta menemukan tersangkanya.

Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dj |

Pemerintah Kabupaten/Kota yang diberi wewenang khusus sebagai

penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan

daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Republik Indonesia.

Juru Sita Pajak Daerah adalan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di
lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota yang diberi wewenang khusus
untuk melaksanakan tindakan penagihan pajak daerah yang meliputi

penagihan ssketika dan sekaligus, pemberitahuan surat
penyitaan dar penyanderaan.

Surat Paksa adalah surat perin
penagihan pajak.

ngkungan

paksa,
tah membayar utang pajak dan biaya
BAB Il

JENIS-JENIS PAJAK DAERAH
Pasal 2

Jenis pajak daerah terdiri dari
a. Pajak Hotel;

b. Pajak Restoran;

Pajak Hiburan;
. Pajak Reklame;
Pajak Penerangan Jalan:

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
. Pajak Parkir;

. Pajak Air Tanah;

Pajak Sarang Burung Walet:

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan: dan
. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Bagian Kesatu
PAJAK HOTEL
Paragraf Kesatu

11
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Lampiran 3

BUPATI JEMBER

SALINAN

PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 31 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
DI KABUPATEN JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak
Daerah, khususnya Bagian Kesepuluh tentang Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu
mengatur tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten
Jember;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati; '

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik
Indonesia Nomor 41) scbagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang nomor 2 tahun 1965 (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262)
sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 62, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

(3) Petugas Kelurahan/Desa scbagaimana dimaksud pada ayat (
menghimpun tanda terima SPPT yang diterima dari wajib pajak, kemudiz
dicatat dalam daftar rekapitulasi penyampaian SPPT dan selanjutny
disampaikan kepada UPT. Pendapatan.

(4) Tanda terima SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan k
Dinas oleh UPT. Pendapatan dengan menggunakan tanda terima formul
pengembalian SPPT yang dibuat dalam rangkap 3 (tiga) terdiri :

a. lembar 1 (satu) untuk Dinas;
b. lembar 2 (dua) untuk UPT. Pendapatan; dan
¢. lembar 3 (tiga) untuk Lurah /Kepala Desa.

(5) Kelurahan / Desa menyampaikan laporan hasil penyampaian SPPT kepad
UPT. Pendapatan dengan tembusan disampaikan kepada Camat.

(6) UPT. Pendapatan membuat laporan penyampaian SPPT kepada Dinas.

Paragraf 3
Pembetulan SPPT PBB-P2

Pasal 24

(1) Sebelum SPPT disampaikan pada wajib pajak dilakukan kegiatar

penelitian terhadap isi SPPT dimaksud.

Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukar

terhadap :

a. subjek pajak;

b. objek pajak; dan

c. NJOP.

(3) Dalam hal ditemukan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau
kekeliruan penerapan ketentuan tertentu, maka Dinas melakukan
pembetulan.

(4) Apabila SPPT telah disampaikan kepada wajib pajak dan wajib paja:j
menemukan kesalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib paja
dapat mengajukan permohonan pembetulan kepada Dinas Pendapatan.

(5) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) :
a.dapat diajukan oleh wajib pajak atau kuasanya secara perseorangan;

dan
b. dapat diajukan secara kolektif.

2

Pasal 25

Atas dasar permohonan wajib pajak atau secara jabatan, pembetula
kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentua
tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dapat: dilakuka
terhadap surat keputusan atau surat ketetapan sebagai berikut :

a. SPPT;

b. SKPD PBB-P2;

D0
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c. STPD PBB-P2;

d . Surat Keputusan Pemberian Pengurangan PBB-P2;

e. Surat Keputusan Pengurangan Denda Administrasi PBB-P2;

f. Surat Keputusan Pembetulan;

g. Surat Keputusan Keberatan;

h. Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga; dan

i Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan
Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan
Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak.

Pasal 26

Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 meliputi pembetulan atas
kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi yang tidak mengandung
persengketaan antara fiskus dan wajib pajak, yaitu :

a. kesalahan tulis, antara lain kesalahan penulisan NOP, nama Wajib Pajak,
alamat Wajib Pajak, letak/alamat objek pajak PBB-P2, double SPPT, objek
pajak tidak ada, nomor surat keputusan atau surat ketetapan, luas tanah,
luas bangunan, Tahun Pajak, dan/atau tanggal jatuh tempo pembayaran;

b. kesalahan hitung, antara lain kesalahan penjumlahan, pengurangan,
perkalian, dan/atau pembagian suatu bilangan; dan

¢. kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan ini, antara lain
kekeliruan penerapan kelas Bumi dan Bangunan, kekeliruan penerapan
NJOP, kekeliruan penerapan NJOPTKP, kekeliruan dalam penerapan
prosentase tarif dan kekeliruan penerapan sanksi administrasi.

Pasal 27

1) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5)
huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. setiap permohonan hanya dapat digjukan untuk 1 (satu) surat

keputusan atau surat ketetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25;

b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang
mendukung permohonannya;

c. diajukan kepada Kepala Dinas; dan

d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat
permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak :

1. harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus, bagi Wajib Pajak orang
pribadi dengan pokok pajak lebih besar dari Rp 5.000.000,00 (lima
juta rupiah) dan Wajib Pajak badan, atau

2. harus dilampiri dengan Surat Kuasa, bagi Wajib Pajak orang pribadi
dengan pokok pajak sampai dengan Rp 5.000.000,00 (lima juta
rupiah).

{2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5)
huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

2w
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a. diajukan untuk SPPT Tahun Pajak yang sama dengan pajak yang
terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp 100.000,00 (seratus ribu
rupiah);

b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang
mendukung permohonannya;

c. diajukan kepada Kepala Dinas; dan

d. diajukan melalui Kepala Desa/Lurah setempat.

Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat

permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) adalah :

a. tanggal terima surat Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara
langsung oleh Wajib Pajak pada petugas yang ditunjuk; atau

b. tanggal stempel pos tercatat, dalam hal surat permohonan disampaikan
melalui pos tercatat.

Pasal 28

Permohonan pembetulan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 dianggap bukan sebagai surat permohonan
sehingga tidak dipertimbangkan.

Dalam hal permohonan pembetulan tidak dipertimbangkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas harus memberitahukan secara
tertulis kepada Wajib Pajak atau kuasanya.

Dalam hal permohonan pembetulan diajukan secara kolektif,
pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan
kepada Kepala Desa/Lurah.

Pasal 29

Kepala Dinas harus memberi keputusan atas permohonan pembetulan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) dalam jangka waktu paling
lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
| Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah
terlampaui, tetapi Kepala Dinas tidak memberi suatu keputusan,
permohonan pembetulan dianggap dikabulkan, dan Pejabat wajib
menerbitkan surat keputusan pembetulan sesuai dengan permohonan
Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka
waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
menambahkan, mengurangkan atau menghapuskan jumlah PBB-P2 yang
terutang, atau sanksi administrasi, memperbaiki kesalahan dan kekeliruan
lainnya, atau menolak permohonan Wajib Pajak.

Pasal 30

Dalam hal tidak ada permohonan oleh Wajib Pajak tetapi diketahui telah
terjadi kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan
ketentuan tertentu dalam Peraturan ini atas surat keputusan atau surat
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pan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 25 yang diterbitkannya, Kepala
harus menerbitkan surat keputusan untuk membetulkan kesalahan
kekeliruan tersebut secara jabatan.

Pasal 31

‘Apabila keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 atau Pasal 30
‘masih terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan
penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan ini, Kepala Dinas dapat
- melakukan pembetulan lagi, baik secara jabatan maupun atas
. permohonan wajib pajak.

Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)
atau ayat (2).

Pasal 32

entuk Formulir :

‘Surat Permohonan Pembetulan yang diajukan secara perseorangan
sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Peraturan ini;

Burat Permohonan Pembetulan yang diajukan secara kolektif sebagaimana
ercantum pada Lampiran V Peraturan ini;

r aftar Usulan Pembetulan/Perbaikan Data PBB-P2 yang diajukan secara
Kolektif sebagaimana tercantum pada Lampiran VI Peraturan ini;

SPOP dan LSPOP secara kolektif sebagaimana tercantum pada Lampiran
I Peraturan ini;

. Surat  Keputusan Pembetulan PBB-P2 berdasarkan permohonan
perseorangan adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII Peraturan
ini;

- Surat Keputusan Pembetulan PBB-P2 berdasarkan permohonan Kolektif
adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran IX Peraturan ini; dan

- Surat Keputusan Pembetulan PBB-P2 secara jabatan adalah sebagaimana
tercantum pada Lampiran X Peraturan inj.

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

et Bagian Ketiga kb
4L Tata Cara Pembayaran PBB-P2

Pasal 33

) Wajib Pajak melakukan pembayaran PBB-P2 terutang berdasarkan SPPT
atau SKPD.

2) Wajib pajak dapat memperoleh SPPT melalui :
a. pengambilan sendiri di UPT. Pendapatan / Kelurahan/ Desa tempat
objek terdaftar atau ditempat lain yang ditunjuk; atau

b. pengiriman melalui Pos atau disampaikan oleh aparat UPT. Pendapatan/
Kelurahan/ Desa.

~23 ~
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Lampiran 4

DAFTAR USULAN DATA 0
CETERANGAN KABUPATEN < IEMBER
HIGRUSUS LNTI: KicAMATAN JoMBANG
E{:.w esa HIOMANG
4  Lisas Banguagy TAHUN 12018
3 S Mg Do gt Bangenan
4, Gare Har [ Ltas]
BATA LANA DATA BARD
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(ETERANGAN:
“ORMULIR INI KHU SUS UNTUK:

DAFTAR USULAN PEMBETULAN/PERBAIKAN DATA PBE (MODEL I}

KABUPATEN < JEMBER
KECAMATAN : JOMBANG PERHATIAN -
Salah Luas BumiTanah DESA : JOMBANG Harap dilempirkan :
., Sala Luas Bangunan TAHUN 12014 2. $PPT Ash Tahun...
i Klas Bussdarretay Bangunan 2. spo/ispor
1. GantiNama | Wutasi .
DATA LAMA DATA BARU
L BUM Bangunan Tarsh | Bangunan
| Nama dan Alsmat Wafio Pajak | RTIRW Alamat 0P WO ftuas | o fus | [PokokPBS)  Nama dan Alsmat Wb Pafak | RTR Alamat 0P L [T O [T Pf,::“
s
() ) [Ld] (4]
z 3 I 5 CH I T 10 i 12 0 {7 T T I T T
[KASMIDI Dsn Krgan | Dsa Kjon | P5 332 | o 0378 Dsn Keajn | Dsn kg 1 P5 332 ouoor] 2] o] cof 2
L ABU
TUNLAR CE |
Mengetahu :

£ bondes 0t e
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LEMBAR DISPOSISI

Bidang Penagihan 2
Terima Dari 2 Koor. Pelayanan
B Bidang Penugihan Zq’

Tanggal % _Z_:S;):.:ic.’.w‘—

No. Arsip s Zioed - podl - DM
Keberatan ] Restitusi’Kompensasi
Pengurangan Denda [ | Pengurangan Pajak
Administrasi Terhutang

&
Ditujukan ke : Kasi P=nagihu% Pembetutan
Isi Disposisi : Teliti terlebib dahulu
Tindak lanjuti
Koordinasi d bidang,

Tgl.

Petugas Lapangan

Diteruskan ke : Operator Consele
Administrator WF

1si Disposisi :[] Survey verifikasi lapangan
Telid lebih lanjut
Proses

Konfirmasi dengan WP

tatan

Lampiran 5
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Digital Repository Universitas Jember

w_ — —— T ——
: \YANAN WAJTB PAJAK PBB
DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER
4 JL. JAWA NO. 72, JEMBER
Telp. (0331) 337112 Fax. (0331) 334894
1. NOMOR PELAYANAN +2014.0021.043
2. TANGGAL PELAYANAN 1 23-05-2014

i. TGL. SELESAI (Perkiraan) : 23-07-2014

4. JENIS PELAYANAN : KOLEKTIF

5. wop :

A. DATA WAJIB/OBJEK PAJAK DAN KETERANGAN

6. NAMA PEMOHON : Kades Jombang
ALAMAT PEMOHON : Jombang
7. LETAK OBJEK PAJAK H
KELURAHAN H
KECAMATAN H
8. KETERANGAN : 2014
L B. PENERIMAAN BERKAS
9. DOKUMEN DILAMPIRKAN :
[x] 1. Pengajuan Permohonan [ ] 6. Copy IMB [ ] 11.copy SK Pengurangan
[ ] 2. surat Kuasa [%] 7. Copy Ak.Jual Beli/Hibah [ ] 12.Copy SK Keberatan
[%] 3. Copy KTP [ ] 8. Copy SK Pensiun { ] 13.Copy SKKPP PBB
[ ] 4. Copy Sertifikat Tanah | ] 9. Copy SPPT/STTS [ ] 14.Copy SEMKP BB
[] 5. Asli SPPT { ] 10.As1i STTS [ ] 15.Lain-lain
10.CATATAN :
11.ACCOUNT REPRESENTATIVE (AR) : NIP.
12.PETUGAS PENERIMA BERKAS : BENNY RNIAWAN NIP. 198310202010011003

LT o
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Digital Repository Universitas Jember

LAMPIRAN TRNDA TERIMA PELARYANAN PBB KOLEKTIF

OR PELAYANAN : 2014.0021.043 TANGGAL PELAYANAN : 23 MEI 2014

IS BELAYANAN : 03 - PEMBETULAN SPET/SKR/STP

NO.  NOE LETAK OBJEK PAJAK NAMA WAJIB PAJAK TAHUN

] 1 35.5;:;;;301.013—0045.0 D-SN KRAJAN I PsS.221 MISTAH 2014
RT.00C/HW.00

2. 35.09,01L:.001,0:0-0074.0 DSN KRAJAN 1 RT.OOOI.RE'.OU MISTAH 2014

! 3. 25.09.011.001.044-0007.0 DSN KRAJAN I RT.002/RW.02 KASMIDI 2014
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Lampiran 6

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDAPATAN

JL. JAWA 72 TELP. 337112 FAX. (0331) 334894 JEMBER 68121

LEMBAR PENELITIAN PERSYARATAN PERMOHONAN PEMBETULAN PBB
SECARA KOLEKTIF
Nomor : LPP/0249/09/2014

l.  Surat Permochonan Pembetulan
Nomor dan Tanggal : 2014.0021.043 TGL 23 Mei 2014
Tanggal Terima Surat : 23 Mei 2014

Nomor Tanda Terima : 2014.0021.043
Surat

Il.  lIdentitas Pemohon

Nama . KADES JOMBANG

Alamat : DS. JOMBANG KEC. JOMBANG
lll. Permohonan Pembetulan atas

Jenis Keputusan/ ; SPPT
Ketetapan

Jumiah SPPT PEB : 3-8PPT
Tahun Pajak . 2014

IV. Penelitian Persyaratan

| | Pemenuhan
No Uraian Persyaratan**) | Keterangan

L = Ya [ Tidak
Permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa v

‘ Indonesia disertai alasan yang mendukung
permohonannya. -

Diajukan kepada Bupati Jember dan disampaikan ke

Dinas Pendapatan Kabupaten Jember.

Diajukan untuk SPPT Tahun Pajak yang sama dengan

pajak yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak

Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

4. | Ditandatangani oleh Kepala Desa/ Lurah*)y. v

(s

V. Berdasarkan penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka romawi IV, permohonan
Pembetulan dimaksud n hi/  tidak hi*) persyaratan sehingga permohonan
Pembetulan dapat/ tidak-dapat dipertimbangkan*).

Jember, 01 September 2014
Mengetahui,
PALA SEKSI PETUGAS PENELITI,

KUKUH WIDIATMOKO LUTHER WAHYU RIYANTO
40106 199703 1 002 NIP. 19770411 200901 1 003



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

)

LAMPIRAN LEMBAR PENELITIAN PERSYARATAN PERMOHONAN PEMBETULAN SPPT PBB SECARA KOLEKTIF

Desa/Kelurahan®) . JOMBA
Kecamatan : JOMBANG
Kabupaten : JEMBER
Tahun Pajak : 2014
Penelitian Persyaratan Pemenuhan Persyaratan PBB
No. Nama Wajib Pajak NOP PBB paling banyak | Alasan yang mendukung | Dilampiri Asli Semenunl Tidak Terhutang
i .
Rp. 100.000,- y SPPT (Rp.)
i 2 3. 4. 5 6 7. 8 3.
1 |MISTAH 35. 09, 011, O01. 013 - 0045. 0 v - Luas Bumi i v 60.379
2 |MISTAH 35. 09. 011. 001. 030 - 0074. O v - Luas Bumi v v 78.705
3 _|KASMIDI 35, 09. 011. 001. 044 - 0007. O v - Kelas v v 182.655

Permohonan Pembatalan dapat dipertimbangkan

3 SPPT
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Lampiran 7

T

JEMBER

£ A e

DINA-—? PE\BAPATA‘\T

JL JAWA72 TELP 337112 FAX. (0331} 334894 JEMBEER

SURAT TUGAS

tioraor | $T3GR7 (T2E2014

Berdﬂalﬁan Mota Difiss Darl Kepaia Bidang Penaghan dan Kshemtan Kenada Kepala Dinas
Pendapatan Kabupsten semibsi tenggsl 28 Agusius 2014 tentang Penyelesaian  Permohonan :
beemasalahan PSB Bulan September Tahun 2014, dengan ini menugaskan :

Z,
N 3.
£
is
| 7
| &
1
£
% |
|' i
N |
R
b

he

MNAMA

P

i JABATAM \

J ] KUKUH W“'T[A“'MOKO

PRIMA KUSUMA DEWI, St
LUTHER WAL RIYANTO

| MOH, FAISOL. §

; \mum.-nmnm‘

[-m MUSE TN

| DEDI TRAWAN NASU 110N

| JPRIYANTO, 8506

13, | DWI PUTRA KUSARIAWAN
14 || EDDY TRISULA

15- ‘ s ol ‘ 3

|
|

19680810 199103 1 008
|
| 19850525 201101 2 022

| 19770411 200901 1 003
| 19700426 200701 1 012
i

| 19770417 200901 1 002

15751534 260301 1 002

i 39731271 200801 1 011
|

| 10640619 199503 1 002
|

i 19610529 200604 1 605

| 15600508 168302 2009

19781028 201001 1 003

' {
Kepala Sels! Keberatan dan :

=

19670528 2067040 L0 |

vengurangan :
Staf Seksl Keberatan dan
Pengurangan
Staf Seks) Keperatan dan
Fengurengan
| Staf Salsi Kaberatn dan
Pengurangan
| Staf Seksi Keberatan dan -
Pengurangan
Staf Sebci Kebaratan dan
1 Pﬁngumnﬂan
Staf Seksi Keberatan dan
| Pengurangan
Kepaia WP, Pendapamn \
|

o
Kepala UPT. Pendapatan |
Kalisat ;
Kepala UPT. Pendapatan
Bawng

Fenangguny Jawab {}ppér.da
m Tempurein

Peianggung Jayab “i;m

r |
1
|
|
|
i

|
|
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S -
Tl -
l1e n.lt‘_smfz\ﬂzv' | 19720300 200801 | D16 | Penangquamb Glpemia{ I!
| | | U
| 12 ST 19630318 200701 1 008 | 71 99UNS m‘:‘b‘i’a‘d"
] | | T !
| 18. | MOCH. ANTAWIRYA 19800121 200001 1 003 | | SHAnEguRg Jawak Dipenda

Kecematen Jengnawab !
| Penanngunq Jawak Dinenda

!
.- 19 .l rANL BARLANTG ll 196/0308 200701 1 018 | Kecamatan Wufuhan ;
} 20, | HERTSURANTIRG 19680320 200701 1 018 ‘Mﬁf mual !
:I 21 !SO{EMN 19680907 200801 1,011 mm&gwa ||
i 22. | MOHAMMAD KHOLIS 19680601 200701 1 033 m"ﬂﬁb | }
l{ 23. | TEGUH CAHYONO | 19770612 200801 1022 .smfnt{;'r = 4 !

1 1 . |

untuk  untuk melaksanakan penelitian dikanter/ di lapangan atas permohonan Pengurangan,
feberatan, Pemoemlan dan Pembataian PBE-P2 yang diajukan secara kolektif atas SPET
s 2 FBb iahun Pajak 2014, Sebagaimana jaowal meriampir.
Deniikian untun imenjadikan perfiatian dan pelaksanaannya. Kepada Wajib Pajﬁ, ?{um Wajiu
Fajan daiifa p‘h‘i& ierkait diminia dntbk heibania Kelaniaran peiaksataar tugas leisabut. -

Ditetapkan di : JEMBER
Tanguai gus
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PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDAPATAN

JL. JAWA 72 TELP, 337112 FAX. (0331) 334894 JEMBER 68121

LAPORAN HASIL PENELITIAN
PEMBETULAN SPPT PBB YANG TIDAK BENAR
YANG DIAJUKAN SECARA KOLEKTIF

Nomer : LHP-0249 / 09 / 2014

Berdasarkan Surat Tugas nomor : 873 [ 627 / 422 [ 2014 tanggal 29 Agustus 2014 telah dilakukan
penelitian di lapangan yang dilaksanakan pada tanggal 04 September 2014 atas permohonan
‘Pembetulan SPPT PBB yang diajukan secara kolektif oleh :

Kepala Desa/ Lurah © JOMBANG

Alamat : DS. JOMBANG KEC. JOMBANG

Sejumlah . 3SPPT

melalui surat nomor : 2014,0021.043 tanggal 23 Mei 2014 yang diterima Dinas Pendapatan Kab.
Jember berdasarkan tanda terima surat nomor : 2014.0021.043 tanggal 23 Mei 2014, dengan uraian
sebagai berikut :

.  UMUM
Data Wajib Pajak dan Objek Pajak adalah sebagaimana tercantum dalam kolom 2, kolom 3,
kolom 4, dan kolom 5 lampiran Daftar Hasil Penelitian Pembetulan SPPT PBB yang diajukan
secara kolektif ini.

Il. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

3. Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Jember;

4. Peraturan Bupati Jember Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Jember Nomor 31 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Jember;

5. Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45 / 171.1 / 012 / 2013 tentang Pendelegasian
Wewenang Persetujuan dan Penandatanganan Surat Keputusan Penyelesaian Perm lahan
Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan Di Kabupaten Jember Dari Bupati
Jember kepada Pejabat yang Ditunjuk;

6. Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45 / 213 / 012 / 2013 tentang Penilai Pajak Bumi Dan
Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Jember.

lll. HASIL PENELITIAN
Hasil penelitian untuk masing-masing Wajib Pajak adalah sebagaimana tercantum dalam kolom 8
lampiran Surat Keputusan Pembetulan SPPT PBB yang diajukan secara kolekiif ini.
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IV. KESIMPULAN DAN USUL
1. Kesimpulan untuk masing-masing Wajib Pajak adalah sebagaimana tercantum dalam kolom
10 lampiran Surat Keputusan Pembetulan SPPT PEB yang diajukan secara kolektif ini.
Berdasarkan hasil penelitian di lapangan atas permohonan Pembetulan SPPT PBB yang
diajukan secara kolektif sebanyak 3 SPPT PEB :
a. Menenma-seluruhnyal menerima sebagan/ mrenolak*) permohonan Pembetulan SPPT
PBB sejumlah 2 SPPT PEE yang dikarenakan :
- Salah Luas Bumi;
b.  Merefma-selurubnyal menedma-sebagian/ menolak®) permohonan Pembetulan SPPT
PBB sejumiah 1 SPPT PBB yang dikarenakan -
Kelas Bangunan sudah sesuai.
2. Usul untuk dapatnya diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan SPPT PRB yang diajukan
secara kolektif atas permohonan Pembetulan SPPT PBE dimaksud.

ember, 05 September 2014

PETUGAS PENELITI :

. KUKUH WIDIATMOKO
. M. FAISOL S, SE
IMAM MUSLIMIN

. TAUFIK HIDAYAT
LUTHER WAHYU R.

. PRIMA KUSUMA DEWI
. DEDY IRAWAN N.

. IMAM SUBECHI

OND OB DN

Mengetahui, menyetujui,
KEPALA BIDANG
PENAGIHAN DAN KEBERATAN

NIP. 19680810 199103 1 008

.

REKOMENDAS| KERALA DINAS : 2
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LAMPIRAN

LAPORAN HASIL PENELITIAN PEMBETULAN SPPT PBB
YANG DIAJUKAN SECARA KOLEKTIF

NOMOR
TANGGAL

: LHP-0249 /09 / 2014
05 SEPTEMBER 2014

DAFTAR HASIL PENELITIAN PEMBETULAN SPPT PBB SECARA KOLEKTIF

Desa/Kelurahan*) JOMBANG
Kecamatan JOMBANG
Kabupaten JEMBER
Tahun Pajak 2014
WAJIB PAJAK OBJEK PAJAK | PERMOHONAN KESIMPULAN DAN
NO HASIL PENELITIAN
NAMA ALAMAT NOP \ ALAMAT PEMBETULAN gL Sl usuL
i 2 3. 4 | 5 6. 7 8 92
1 [MISTAH Jombang 35. 09. 011, 001. 013 - Q045 bang - Luas Bumi 2,650 M? 1.750 M? Diterima (Th.2014)
2 |MISTAH Jombang 35. 09. 011 001. 030 - 0074. 0[lombang - Luas Bumi 6.150 M* 3.540 M* Diterima (Th.2014)
3 [kasmIDI Jombang 35. 09, 011. 001 044 - 0007. Oflombang - Kelas Bangunan 025 025 Ditolak
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PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDAPATAN

JLOTAWA T2 TELP. 337112 FAM (0331) 334894 IENIBER 68121

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN
KABUPATEN JEMBER
Nomor . 873/ £ J/c1422/1SK-PEM/2014

TENTANG

PEMBETULAN PBB ATAS SPPT TAHUN PAJAK 2014
DESA/ KELURAHAN") JOMBANG

Membacsa - sural permohonan pembetulan PBB yang diajukan secara kolektif melalui Kepala Desa/
Lurah' JOMBANG Nomar @ 2014.0021 043 tanggal 23 Mei 2014 atas SPPT Tahun
Pajah 2014 yang diterima Dinas Pendapatan/ UPT. Pendapatan berdasarkan tanda
terima Nomor : 2014,0021.043 tanggal 23 Mei 2014,

Menimbang bahwa berdasarkan hasil penelition sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil

Penelitian Pembetulan PBE Nomor  LHP-0249/09/2044 tanggal 05 September 2014
terdapat/ tidak-terdapat’ cukup alasan untuk membetulkan kesalahan tulis/ kesalahan

hitl.zng.f kekeliruan ﬁesw:apawketemwﬂem;-dalam--peratmn—pemdang-unaangan
[SI=t=

Mengingat 1. Undang-Uncang Nermor 5 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah
ceberapa kali diubah terakhir dergan Undang-Undang Nomer (16 Tahun 2009
(L embaran Negara Republik indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tarrbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4999).

2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah
{Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2009 Nomor 130);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tertang Tata Cara Pelaksanaan Hak
dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran
Negara Republik indonesia Tahun 2007 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4787}, = .

4. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenls Pajak Daerah yang

Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Waiib

Fajak (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2009 Nomor 1230);

Feraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

(Lembaran Daersh Kabupaten Jember Tahun 2011 Nomeor 11);

B. Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2012 tentang Tata cara Pemungutan
Fajak bumi dan bangunan Sekior Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2), (Lembaran
Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012 Nomor 31); .

7 Peraturan Bupati Jember Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Jember Nomor 31 Tabun 2012 tertang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Ferkotaan di Kabupaten Jember;

o
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LEMBAR DISPOSISI

Bidang Penagihan
Terima Dari : [] Koor. Pelayanan
] Bidang Penagihan
Tenggal e b' dol Y D
No. Arsip 2O 00 coxy e
- [] Keberatan - [} Restitusi/K ompensasi
[[] Pengurangan Denda [ | Pengurangan Pajak
Administrasi Terhutang

o Semle
Ditujukan ke : Kasi Penagihan 3¢ &’\JWQB 2
Isi Disposisi Teliti terlebib dahulu

Tindak lanjuti

Koordinasi dengan bidang____,'______

o

Tgl.

Diteruskan ke Operator Console

Petugas Lapangan
Administrator WP
Isi Disposisi Survey verifikasi lapangan -
Telit lebih lanjut

Proses :
Konfirmasi dengan WP

o0 oo

A

]
.8
£
sy
&
)
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Lampiran 12

PEMERI_NTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDAPATAN

JL JAWA 72 TELP. 337112 FAX. (0331) 334894 JEMBER 68121

LEMBAR PENELITIAN PERSYARATAN PERMOHONAN PEMBETULAN PEB
SECARA PERSEORANGAN :
Nomor : LPP /0199 / 09 / 2014

. Surat Permohonan Pembetulan

Nomor dan Tanggal : 2014.0037.056 Tanggal 01 September 2014
Tanggal Terima Surat : 01 September 2014

Nomor Tanda Terima : 2014.0037.056

Surat .

Il.  ldentitas Pemohon

Nama : ABD KAHAR
Alamat : DSN. KRAJAN SUKORAMBI
lil. Permohonan Pembetulan atas
Jenis Keputusan/ . SPPT
Ketetapan
Nomor : 35.09.110.003.048-0007.0
Tanggal : 02 JANUARI 2014
IV. Penelitian Persyaratan
: ; Pemenuhan
No Uraian _Persyaratan**) | Keterangan
_ Ya | Tidak
1. | Permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa
Indonesia  disertai alasan  yang mendukung|
permohonannya.
2. | Diajukan kepada Bupali Jember dan disampaikan ke y
Dinas Pendapatan Kabupaten Jember. .
3. | 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) surat keputusan/ i
ketetapan.
4. | Ditandatangani oleh Wajib Pajak/ Kuasa—dsngan +
malampirkan Surai Kuasa/ Susat Kuasa-Khusus?).

V. Berdasarkan penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka romawi IV, permohonan
Pembetulan dimaksud memenuhi/ tidak—memenuhi*) persyaratan sehingga permohonan
Pembetulan dapat/ tidak dapat dipertimbangkan®).

. Jember, 18 September 2014
Mengetahui, menyetujui y ]
KEPALA SEKSI PETUGAS PENELITI

AN PENGURANGAN Xr\_’_\/

KUKUH WIDIATMOKO LUTHER WAHYU RIYANTO
~19640106 199703 1 002 NIP. 19770411 200901 1 003 ¥

KEBEI

NI
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PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDAPATAN

JL. JAWA 72 TELP. 337112 FAX. (0331) 334894 JTEMBER 68121

SURAT-TUGAS
Nomor : 973/ 998 /422/2014

Sehubungan dengan pengajuan permohonan permasalahan PBB-P2 oleh Wajib Pajak, dengan

ini menugaskan :
1. Nama : PRIMA KUSUMA DEWI, SE

NIP 1 15850525 201101 2 023

Pangkat/Gol, : Ifa

Jabatan : Staff Bidang Penagihan dan Keberatan
2. Nama : LOETHER WAHYU R

NIP : 19770411 200901 1 003

Pangkat/Gol. : I/d

Jabatan : Staff Bidang Penagihan dan Keberatan

Uniuk melaksanakan penelitian di kantor/ éi-apangan™) atas permohonan pemmasalahan PBB-P2 yang
diajukan secara perseorangan/ keleléif*) atas SPPT/ SKPB PBB*) Tahun Pajak 2014 mulai tanggal 19
September 2014 s/d 30 September 2014.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan pelaksanaannya.

Ditetapkan di Jember
Pada tanggal 19 September 2014

a.n. KEPALA DINAS PENDAPATAN
KABUPATEN JEMBER
Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan
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PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDAPATAN

JL.JAWA 72 TELP 337112 FAX. (0331) 334894 JEMBER 68121

LAPORAN HASIL PENELITIAN
PEMBETULAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
SECARA PERSEORANGAN

Nomor : LHP- 0199/ 09/ 2014

Berdasarkan Surat Tugas nemeor : 973/ 998 /422/2014 tanggal 19 September 2014 telah dilakukan
penelitian yang dilaksanakan pada tanggal 22 September 2014 atas permohonan Pembetulan PEB
yang diajukan secara perseorangan oleh Wajib Pajak/ Kuasa-Wajib-Pajak®):

Nama : ABD KAHAR

Alamat : DSN. KRAJAN SUKORAMBI

melalui surat nomor : 2014.0037.056 Tanggal 01 September 2014 yang diterima Dinas Pendapatan

Kab. Jember berdasarkan LPAD/BPS nomor : 2014.0037.056 Tanggal 01 September 2014, dengan
uraian sebagai berikut :

l.  UMUM
1. NOP : 35.09.110.003.048-0007.0
2. Alamat Objek Pajak : DSN. KRAJAN PS RT RW SUKORAMBI
3. Tahun Pajak . 2014
4. Jenis Surat Keputusan/ : SPPT
Ketetapan
5. No. Surat Keputusan/  : 35.09.110.003.048-0007.0
Ketetapan ]
6. Tgl. Surat Keputusan/ : 02 JANUARI 2014
Ketetapan ' -
Il. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah:

3. Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tah 12 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Jember;

4. Peraturan Bupati Jember Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubaban Atas Peraturan Bupati
Jember Nomor 31 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Jember;

5. Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/171.1/012/2013 tentang Pendelegasian Wewenang
Persetujuan dan Penandatanganan Surat Keputusan Penyelesaian Permasalahan Pajak Bumi
dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan Di Kabupaten Jember Dari Bupati Jember
kepada Pejabat yang Ditunjuk;

6. Keputusan Bupati Jember Nomor . 188.45/213/012/12013 tentang Penilai Pajak Bumi dan
Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Di Kabupaten Jember.

lll.  HASIL PENELITIAN

1.Penelitian di lapangan
* Seteiah dilakukan penelitian, diketahui bahwa objek pajak yang mﬁm untuk
dilakukan Pembetulan terdapat kesalahan pada pada Luas Bumi dan Luas Bangunan;
‘Pada SPPT luas bul‘m 3.657 M® setelah diadakan pengecekan dan penelitian yang
benar adalah 4.075 M* ;

Pada SPPT luas bangunan 0 NP setelah diadakan pengecekan dan penelitian yang *
benar adalah ik 300 M?;
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V. KESIMPULAN DAN USUL
1.Kesimpulan

Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Di Kabupaten Jember Pasal 26 huruf a :

Kesalahan tulis, antara lain kesalahan penulisan NOP, nama Wajib Pajak, alamat Waijib Pajak,
letak/ alamat objek pajak PBB-P2, double SPPT, objek pajak tidak ada, nomor surat keputusan

atau surat ketetapan, luas tanah, luas bangunan, Tahun Pajak, dan / atau tanggal jatuh tempo
pembayaran, ' -

2.Usul

¥ Perlu perubahan Luas Bumi pada SPPT Tahun 2015 dari luas 3.657 M? menjadi 4.075 M?

¥ Perlu perubahan Luas Bangunan pada SPPT Tahun 2015 dari luas 0 M* menjadi 1.800 -
MZ

Jember, 22 September 2014

PETUGAS PENELITI

LUTHER WAHYU RIYANTO
NIP. 19770411 200901 1 003

Mengetahui, menyetujui,
KEPALA BIDANG
PENAGIHAN DAN KEBERATAN

REKOMENDASI KEPALA DINAS
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- PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER |
DINAS PENDAPATAN '

ATAS SPPT NOMO

Membaca

Menimbang

JL. JAWA 72 TELP. 337112 VAX. (0331) 334894 JEMBER 68121

Mengingat

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN
KABUPATEN JEMBER
Normor : 973/ 07 /42215K-PEM/2014

TENTANG

. PEMBETULAN PBB
'mﬂmauam.o 'rmoemmm 2014

ara Republik Indonesia Namormﬁjaabegmnatelah
hw iall @Ubﬂh ng Nemor 16 Tahun 2009

m@ mm Tahun 2003 Nomor 62, Tambahan
Reﬂﬂklmmmm).

2, usm-uruam ‘Nomor 28 Tahun 2008 fentang Pajak Daetah dan Retribusi
Daerah (Lemberan Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);

I mnmmwmmmmamm Hak

’

dan Kewajiban Perpajaken Serrasarken Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
hﬂmg Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa -
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomar 4787 ; 2

4. Peraturan Pemerintsh Nomor 91 mmommnmmwm
Dipungut Berdasarken Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib
Pajak (Lembaran Negara Reputlik Indonesia Tahur 2009 Nomor 130);

5. PamturanDaerahKﬁmpﬂanJerrberNommsTmzmﬂenwmakmemh'
(Lembaran Daerah Kabupaten Jemper Tahun 2011 Nomor 11);

6. Peraturan Bupati Jember Nomer 31 Tm"mzmempemmm
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotsan di Kabupaten Jember,
(Lembaran Daerah mmnsmmmmz Nomor 31); ;
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

J1. Kalimantan — Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586
Jember 68121 Email : fisip@unej.ac.id

Nomer :372/UN25.1.2/SP/2015 2 Pebruari 2015
Lampiran  :Satu eksemplar :
Hal : Permohonan Tempat Magang

Yth. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
JL Jawa No.72 Jember
Jember

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga
Perpajakan Fakultas Iimu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap
mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 90 SKS diwajibkan mengikutl kegiatan
magang (Praktek Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharap dengan hormat kesediaan Saudara
memberikan kesempatan kegiatan magang mahasiswa kami pada instansi yang Saudara
pimpin. Adapun nama-nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang adalah :

No [ NAMA ; NIM [ PROGRAM STUDI
1. | Evadatur Rizgia 120903101042 DIIl Perpajakan
Indah Noviasari 120903101046 l DIl Perpajakan

Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Praktek Kerja Nyata (PKN).

Atas perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih.

Drs. Himawan\Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
NIP 196108281199201 1 001
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PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDAPATAN

Jalan Jawa Nomor 72 % 337112 JEMBER 68121

Jember, 3 Februari 2015

Nomor : 372/703 [422/2015 Kepada

Sifat ! Penting Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Lampiran : -- dan TIimu Politik Universitas Jember
Perihal :  Permohonan Tempat PKN di -

JEMBER

Memperhatikan surat dari Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember Nomor
372/UN.25.1.2/SP/2015 tanggal 2 Pebruari 2015 perihal sebagaimana tersebut pada pokok
surat, bersama ini diberitahukan bahwa kami bersedia menerima Mahasiswa/i Saudara atas

nama :
No. Nama NIM Program Studi

1 | Evadatur Rizgia 120903101042 D —IIT Adm. Perpajakan

2 | Indah Noviasari 120903101046 D - III Adm. Perpajakan

Terhitung mulai tanggal 16 Februari 2015 s/d 16 Maret 2015 untuk melaksanakan Praktek
Kerja Nyata di Dinas Pendapatan Kabupaten Jember .

Demikian untuk menjadikan perhatian dan pelaksanaannya.

An. KEPALA DINAS PENDAPATAN
KABUPATEN JEMBER
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto
Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax (0331) 335586 Jember 68121
Email : fisip@unej.ac.id

SURAT TUGAS
Nomor: 419/UN25.1.2/SP/2015

Berdasarkan surat dari Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Jember nomor
372/103/422/2015 tanggal 3 Pebruari 2015 perihal [jin Tempat Magang, maka dengan ini
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan llmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada

mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini :

No NAMA NIM PROGRAM STUDI
1. | Evadatur Rizgia 120903101042 DIl Perpajakan
2. | Indah Noviasari 120903101046 DIII Perpajakan
J

Untuk melaksanakan kegiatan magang di Dinas Pendapatan Kabupaten Jember, terhitung

mulai tanggal 16 Pebruari sampai dengan 16 Maret 2015.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 5 Pebruari 2015

e
I/g' \
A fi‘;ﬂ“_{'
1 ‘E"
=
"
it

KEMENT,
Ny

S l}'

Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
8 199201 1 001

g

Disampaikan Kepada :

1. Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Jember
2. Kaprodi D3 Perpajakan

3. Mahasiswa yang Bersangkutan
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JI. Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto Telp. (0331) 335586 - 331342
Fax (0331) 335586 Jember 68121 Email : fisip@unej.ac.id

SURAT TUGAS
Nomor : 420/UN25.1.2/SP/2015

Dekan Fakultas llmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada :

Nama : Yuslinda Dwi Handini, S.Sos, M.AB.
NIP :197909192008122001
Jabatan : Asisten Ahli

Pangkat / golongan : Penata Muda Tk.I / 11I/b

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas llmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Jember di Dinas Pendapatan Kabupaten Jember, terhitung
mulai tanggal 16 Pebruari sampai dengan 16 Maret 2015. Adapun nama-nama mahasiswa
sebagai berikut :

No. Nama NIM PROGRAM STUDI
1. | Evadatur Rizqgia 120903101042 DIIT Perpajakan
2. | Indah Noviasari 120903101046 DIIT Perpajakan

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 5 Pebruari 2015

199201 1 001
Tembusan :
1. Dekan FISIP Unej (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi D-111 Perpajakan FISIP Unej
3. Kasubag Akademik FISIP Unej
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JL. Kali Kampus Tegalboto Telp. 0831-335586, 331342 Fax. (431-335586 Jember 68121

Email : Fisip.unej@telkom.net Telp. (0331) 332736

NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) MAHASISWA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

NILAI
NO. INDIKATOR PENILAIAN ANGKA HURUE
1 __[Penguasaan Materi Tugas g Dalapan Pulnh Time
2 _|Kemampuan / Kerjasama 00 Sembilan Pil-h
3 Etika Delan=n Pulnk Theinh
4 |Disiplin Samhilan Bulnh Dua
NILAI RATA - RATA > | Delaran Polnh Delagen Koks Lima,
Identitas Mahasiswa yang dinilai :
Nama : Indah Noviasari
NIM : 120903101046
Jurusan : limu Administrasi
Program Studi : Diploma il Perpajakan

Yang menilai :

Nama
Jabatan
Instansi

Tanda Tangan

PEDOMAN PENILAIAN :
NO. | ANGKA | HURUF KRITERIA
1 BO > A Sangat Baik
2 70-79 B Baik
3 80 -69 C Cukup Baik
4 50 - 59 D Kurang Baik
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DAFTAR ABSENST MAHASISWA MAGANG
T PATEN
Tempat KK : BIDANG III
Asal Univ, : UNIVERSITAS JEMBER
NO NAMA TANGGAL PAGL sIANG ERIREANGAN
DIN | SAKIT| T.K
1 |INDAH NOVIASARI 16 FEBRUARI 2015 L Ul
17 FEBRUARI 2015 %;‘ Wl
18 FesruART 2015 | M0 VA
(19FEBRUART 2015 | 7 Bcr =—l=-
20 FEBRUARI 2015 | 4fuf, T
QUFEBRUARI2015 |/ R
@resRuARI20S | A | ¢ P o —
23 FEBRUARI 2015 | Y0, ) Wb
24 FEBRUARI 2015 | Wfuh Wb
25 FEBRUARI 2015 %ﬂ, ul.j,
26 FEBRUARI 2015 lﬂ.ng L,
27 FEBRUARL 2015 | Y., U, «
(28)FEBRUARI 2015 [ = PR
(1 MARET 2015 T | vVi=spPrer—
2 MARET 2015 Waly
3 MARET 2015 %n Ul
4 MARET 2015 m
SHMARET2015 | W, () Yl
6 MARET 2015 | Yp, fh v,
(MARET 2015 o o _ i
(B MARET 2015 (== - T F?77
9 MARET 2015 | Y Ulufh
10 MARET 2015 i:% 'a%uﬂ:
1 MARET 2015 | M|, Mul,
12 MARET 2015 | YL f) Yt
13mAReT 2015 | UL, A
(14 MARET 2015 / T ' i
3warer205 | — [/ 7O YOI 1 —
16 MARET 2015 | Ufy |y Wnh

KA. SU. 5‘"‘-’;‘-:"?{9-: .; KEPEGAWAIAN
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

1 Kalimantan - Kampus Tegalboto Telp. (0331} 335386, 331342 Fax (0331) 335586 Jember 68121
Email _ fisipuneirelkonnet, Telp, (0331) 332736

SURAT TUGAS
Nomor : 989/UN.25,1.2/5P/2015

Berdasarkan Hasil Evaluasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi Diploma I Perpajakan
Fakultas llmu Sesial dan llmu Politik, maka dengan ini Pembantu Dekan Bidang Akademik
Fakultas Ilmu Sosial dan IImu Politik menugaskan kepada nama dosen tersebut dibawah ini -

Nama : Hermanto Rohman, S.50s., MPA,
NIP : 197903032005011001
Jabatan : Asisten Ahli

Pendidikan Tertinggi : §-2
Untuk membimbing Tugas Akhir mahasiswa :

Nama : Indah Noviasari
NIM 1120903101046
Judul Tugas Akhir  : (Dalam Bahasa Indonesia)
Prosedur Penanganan Permolonan Pembetulan Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Dinas Pendapatan
Kabuparen Jember

(Dalam Bahasa Inggris)

The Procedures for Handling the Rectification Property Taxes
Application of Rural Urban Collectively in Local Revenue Office
of Jember

Demikian Surat Tugas ini ditetapkan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

015
idang Akademik ,

Jember, 20 Ma
Pembantu De!

i
:_’ Drs. Himawan Byyu Patriadi, MA, Ph‘D,\'/
NIP196108281992011001

Tembuxan |
1. Dosen Pembimbing

2. Ketua Jurusan fimu Administrasi

J. Ketua Program Studi Diploma HI Perpajokan
4. Kasubag. Kewangan & Kepegawaian

3. Mahasiswa yang bersangkutan

6. Arsip
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

JI. Kalimantan — Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax (0331) 335586 Jember 68121
Email ; fisi 1 0

DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN

PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNE]J

Nama
NIM
Jurusan

: Indah Noviasari
: 120903101046
: Ilmu Administrasi

Program Studi : Diploma I1I Perpajakan
Alamat Asal : Dsn Polean RT/RW 003/006 Tamansari Tegalsari Banyuwangi

Judul Laporan :
(bahasa Indonesia)

Prosedur Penanganan Permohonan Pembetulan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan (PBB-P2) pada Dinas Pendapatan Kabupaten Jember

(bahasa Inggris)

The Prosedures For Handling The Rectification Property Taxes Application Of Rural Urban

Collectively In Local Revenue Office Of Jember

Dosen Pembimbing : Herrmanto Rohman, S.Sos., MPA

T
TANDA

NO | HARUTANGGAL | JAM URAIAN KEGIATAN TANGAN

; PE ING
1 Kamis 19 Maret 2015 | 11.00 WIB Acc Judul AN
2 | Jumat20Maret2015 | 10.00 WIB | Pengajuan Bab 1,23 \ JoZ i

T 7
3 | Senin23 Marct2015 | 09.00 WIB | Rovisi Beb 12,3 v IR
4 | Selasa24 Maret 2015 | 11.00WIB | Pengajuan Bab 4 N/
5 | Kamis 26 Maret 2015 | 13.00 WIB Revisi Bab 4 \A/ )
6 | Senin30 Maret 2015 | 11.00 WIB | Revisi Bab 4 ATAL
. Selasa 31 Maret 2015 | 11.00 WIB Pengajuan Bab 5 A
8 | Kamis2 April2015 | 1030 WIB | Acc Ujian ¥

~7
Catatan :

- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
- Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN
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